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ABSTRAK 

 

Aulia Dwi Wulandari M, Muhlis Madani, Iswadi Amiruddin. Penerapan 

Community Policing Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di 

Polsek Biringkanaya Kota Makassar. 

 

Community Policing merupaakan strategi Kepolisian kepada masyarakat 

melalui kemitraan dengan warga guna menjamin keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kajian penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan dan menjelaskan penerapan community policing dalam 

penanggulangan narkotika Polsek Biringkanaya Kota Makassar. 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan di Polsek Biringkanaya Kota 

Makassar, Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang memaparkan dan 

mendeskripsikan penerapan community policing dalam penanggulangan tindak 

pidana narkotika. Data penelitian ini di dapatkan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui tringulasi    sumber, teknik, dan 

waktu lalu dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan, serta dibantu dengan alat bantu analisis data yakni software Nvivo 12 

plus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan community policing yang 

dilakukan meliputi tiga prinsip utama, yang pertama membangun komunitas 

merupakan strategi yang dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat dan 

kepolisian, yang kedua membangun kepercayaan merupakan kunci utama 

penanggulangan narkotika berupaya menunjukkan komitmen nyata seperti 

melakukan dialog terbuka., dan yang ketiga membangun kerjasama merupakan 

kolaborasi antara pemangku kepentingan, Forum Kemitraan Polisi Dan 

Masyarakat (FKPM), Dan Masyarakat.   

 

Kata Kunci: Community Policing, Narkotika, Kepolisian  
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu fenomena yang kerap menjadi sorotan adalah kasus 

penyalahgunaan narkotika. Menurut Afriadi et al., (2022) Penyalahgunaan 

narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan yang (berpotensi) 

berdampak sosial sangat luas dan kompleks, terutama jika dilakukan oleh 

anak-anak. Masalah penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu 

tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini, baik secara nasional maupun 

internasional. Tantangan ini tentu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah 

Indonesia, dimana pemerintah tengah berupaya mewujudkan Indonesia 

Bersinar (Bersih dari Narkoba) (Wahyu 2022). 

Generasi muda sebagai pewaris bangsa yang baik mempunyai peran 

besar dalam menghentikan maraknya penyalahgunaan narkoba, khususnya 

di kalangan remaja. Lalu, peran apa yang dapat dilakukan oleh generasi 

muda dalam menghentikan peningkatan penyalahgunaan narkotika? Tentu 

saja, bagaimana kita menyikapi penyalahgunaan narkoba adalah urusan 

pribadi Abdurahim et al., (2022). Ini penting, Sebab generasi muda tentunya 

akan menjadi penopang negara dan pemimpinnya dimasa depan. Berbagai 

upaya telah dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, 

khususnya pada usia remaja. Peningkatan kegiatan keagamaan, penyuluhan 

dan edukasi kepada pelajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, 

menjalin komunikasi dengan orang  tua siswa, serta upaya penanganan 
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masalah penyalahgunaan narkoba secara serius dan tepat merupakan 

beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba 

di kalangan remaja pengguna narkoba (Inayzah z, 2020). 

Mengingat besarnya bahaya penyalahgunaan narkotika saat ini 

sehingga Polsek Biringkanaya Kota Makassar menerapakan community 

policing dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Menurut Margaret 

& Saputra, (2024) Community policing (Pemolisisan Mayarakat) 

merupakan salah satu bentuk pemolisian  yang bertujuan untuk menciptakan 

dan memelihara rasa aman dalam masyarakat yang dilakukan melalui 

tindakan sebagai berikut: kepolisian bersama-sama dengan masyarakat 

mencari solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, 

senantiasa berusaha mengurangi rasa takut masyarakat terhadap masalah 

kriminalitas, kepolisian mengutamakan pencegahan kriminalitas dan 

kepolisian senantiasa berusaha meningkatkan kualitas masyarakat. 

Pada era globalisasi ini, aktivitas kehidupan manusia semakin 

kompleks, didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kualitas dan 

kuantitas tindak pidana semakin meningkat. Bertambahnya jumlah aparat 

dan bertambahnya kegiatan Polri belum menjadi jaminan tidak adanya 

ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di masyarakat 

Kunarto, 2001 dalam Sitompul et al., (2019). Oleh karena itu, Polri sangat 

membutuhkan peran serta atau kerja sama dari masyarakat. Menyadari 

pentingnya kerja sama antara Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai 
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melaksanakan suatu program yang dinamakan Program Pemolisian 

Masyarakat (Community Policing).  

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) telah menerbitkan 

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 

2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model pemolisian 

masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang telah mengalami 

perubahan terakhir dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pemolisian Masyarakat. Harapannya dengan diadakannya program Polri 

tersebut adalah terciptanya kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam 

hal deteksi dini terhadap tindak pidana. Namun pada kenyataannya, 

peredaran narkotika dan penggunanya masih marak di berbagai kalangan, 

dari anak di bawah umur hingga orang dewasa. 

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan bahwa penerapan pomolisian masyarakat 

(community policing) sangat penting dalam membangun dan menciptakan 

keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, guna mendukung 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal.  

Selain itu, Polda Sulawesi Selatan telah melaksanakan program 

“Polisi RW” yang dicanangkan pada 31 Mei 2023 oleh Polda Sulawesi 

Selatan bersama dengan Polrestabes Makassar. Program ini bertujuan untuk 

mendekatkan kepolisian dengan masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) 

guna meningkatkan peran serta dalam menjaga keamanan lingkungan 

masyarakat. 
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Tugas dan wewenang polisi dalam penanganan kasus narkotika 

yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sendiri dibentuk dengan maksud agar Kepolisian dapat 

bekerja secara profesional, mandiri, bermutu dan berintegritas. Kepolisian 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga 

ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam masyarakat akan tercipta 

dengan sendirinya (Irianto, 2023). 

Meskipun kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang diberi 

kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, 

menegakkan hukum, melindungi, melayani, dan mengabdi kepada 

masyarakat, namun semua tanggung jawab tersebut tentu tidak dapat 

dilaksanakan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan keterlibatan 

dari komponen masyarakat lainnya. Salah satu dukungan yang dibutuhkan 

adalah dari masyarakat itu sendiri. Gagasan tersebut diakomodir dalam 

sebuah konsep yang disebut dengan community policing. 

Mengenai dasar hukum penyalahgunaan narkotika, sudah di atur 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Pengguna narkotika disebutkan dalam berbagai terminologi, yaitu: Pecandu 

Narkotika, Penyalahguna, Korban, Pasien, dan Mantan Pecandu Narkotika. 

Dari dimensi kontekstual di atas menimbulkan implikasi hukum terutama 

dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menentukan 
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pengguna narkotika sebagai korban atau pelaku (Duvry & Mansar Adi, 

2022). Oleh karena itu, undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah 

kecenderungan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif 

dengan korban yang meluas, khususnya di kalangan anak-anak, remaja, 

perempuan, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, melindungi 

masyarakat dari bahaya penyebaran dan penyalahgunaan narkotika (Afandi 

et al., 2020). 

Berikut adalah tabel yang menyajikan data terkait penanganan kasus 

narkotika di Indonesia, Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar, Dan Polsek 

Biringkanaya tahun 2023-2024. 

Tabel 1 1 Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Di Indonesia 

 

Wilayah 

Tahun  

2021 2022 2023 

Jumlah Tersangka  

Badan Narkotika Nasional RI 1.109 1.350 1.284 

Sulawesi Selatan 985 2.114 3.153 

Polrestabes Makassar  904 586 603 

Kecamatan Biringkanaya  - 1 2 

 

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional RI, Nursam, (2021) 

ada 1.109 tersangka penanganan kasus narkotika di Indonesia sepanjang 

2021 dengan jumlah barang bukti 3,31 ton sabu,115,1 ton ganja, 191,575 

butir ekstasi. Jumlah itu terjadi kenaikan  pada tahun 2022 sebanyak 1.350 

dengan jumlah barang bukti 1,904 ton sabu,1,06 ton ganja, 262.789 butir 

ekstasi,16,5 kilogram ektansi serbuk. Dan Pada tahun 2023, terjadi 

penurunan jumlah tersangka yaitu 1.284 dengan jumlah barang bukti 1,3 ton 
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sabu, 1,4 ton ganja, dan 369.755 butir ekstasi. (Marthinus, 2023) 

Di kutip dari laman Nursam, (2021). Penanganan kasus narkotika 

di Sulawesi Selatan pada tahun 2021 ada 985 tersangka dengan barang bukti 

15,1 kilogram sabu, 3,3 kilogram ganja, dan 3.100 butir sintetis. Pada laman 

(Fatir, 2022), mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika 

mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 2.114 tersangka dengan barang 

bukti 65 kilogram sabu, 13,3 kilogram ganja, dan 3.652 butir ekstasi. Dan 

dari laman  Darwan, (2023) kasus narkotika pada tahun 2023 dengan 3.153 

tersangka  dengan jumlah barang bukti 95 kilogram sabu, 21.1 kilogram 

ganja,  20.155 butir ekstasi.  

Di kutip dari laman Frianto, (2021) Penanganan kasus narkotika di 

Polrestabes Makassar pada tahun 2021 ada 904 tersangka dengan barang 

bukti 4 kilogram sabu, 2 kilogram ganja, dan 24 butir ekstasi. Jumlah itu 

terjadi penurunan pada tahun 2022 yaitu  586 tersangka dengan barang bukti 

6,9 kilogram sabu, 7 kilogram ganja, dan 250 butir ekstasi. Dan pada tahun 

2023 mengalami kenaikan dengan 603 tersangka  dengan jumlah barang 

bukti 59,6 kilogram sabu, 7 kilogram ganja,  3.443 butir ekstasi. (Emba, 

2023) 

Berdasarkan  laman Pasa’buan, (2022). Penanganan kasus Di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ada 1 tersangka penanganan kasus 

narkotika dengan jumlah barang bukti 1 kilogram sabu. Dan pada tahun 

2023 mengalami kenaikan yaitu 2 orang dengan jumlah barang bukti 32 

sachet ganja. (Jaya, 2023) 
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Menurut Hariyanto, (2018) Kondisi tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu, kehidupan dan kesibukan masyarakat yang semakin 

keras yang kemudian memicu tingkat depresi pada masyarakat secara 

umum, yang kemudian berdampak pada banyaknya anak atau remaja yang 

merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua atau keluarganya, 

sehingga anak atau remaja tersebut mengalihkan permasalahannya kepada 

narkoba sebagai bentuk pelarian. Kondisi lainnya seperti semakin 

beragamnya dan maraknya kegiatan yang dilakukan oleh remaja dengan 

melakukan kegiatan pada malam hari, seperti banyaknya tempat hiburan 

malam, dan hal tersebut juga berdampak pada kehidupan masyarakat secara 

umum, serta memicu berkembangnya peredaran narkoba di kalangan 

remaja. 

Polsek Biringkanaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

memiliki karakteristik yang relevan dengan pelaksanaan pemolisian 

masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Wilayah ini 

merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar dengan dinamika sosial 

yang kompleks, meliputi kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah 

penduduk sebesar 215.820 jiwa. Kondisi tersebut kerap kali menimbulkan 

tantangan tersendiri, seperti rawannya peredaran dan penyalahgunaan 

narkotika 

Dari banyaknya kasus narkotika dan jumlah penduduk yang tinggi 

tentunya di perlukan penanganan yang tepat, salah satunya adalah 

penerapan community policing oleh kepolisian yang bisa menjadi jalan 
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keluar bagi masalah- masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan 

masalah sosial lainnya.. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut dengan mengangkat judul “Penerapan Community Policing 

Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya 

Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Membangun Komunitas Dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar ? 

2. Bagaimana Membangun Kepercayaan Dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar ? 

3. Bagaimana Membangun Kerjasama Dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar ? 

C. Tujuan Penelitian  

1 Untuk Mengetahui Bagaimana Membangun Komunitas Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya 

Kota Makassar. 

2 Untuk Mengetahui Bagaimana Membangun Kepercayaan Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya 

Kota Makassar.  

3 Untuk Mengetahui Bagaimana Membangun Kerjasama Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Polsek Biringkanaya 

Kota Makassar.  
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a Sebagai bahan kajian dan kontribusi dalam pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi 

negara. 

b Sebagai salah satu bahan rujukan bagi peneliti lainnya, terkait dengan 

penelitian dengan masalah yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak terkait agar di 

masa mendatang menjadi lebih baik khususnya bagi pihak Polsek 

Biringkanaya Kota Makassar dalam menangani perkara Narkotika. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari 

perbandingan dan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian 

selanjutnya. Selain itu, penelitian terdahulu membantu peneliti 

memposisikan penelitiannya dan menunjukkan orisinalitas penelitiannya. 

Melalui penelusuran menggunakan analisis aplikasi VosViewer dengan 

menggunkan kata kunci “Penerapan Penanggulangan Narkotika” maka 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menampilkan visualisasi penggunaan VosViewer dalam 

judul “Penerapan Community Policing Dalam Penanggulangan Tindak 

Gambar 2 1 Visualisasi Network pada Co-occerrence kata kunci 

                     Penerapan Community Policing Dalam Penanggulangan 

                     Tindak Pidana Narkotika. 

(Sumber: VosViewer 2024) 
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Pidana Narkotika”, Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dalam 

penelitian dalam 3 tahun terakhir penerapan penanggulangan narkotika oleh 

kepolisian berada pada lingkaran kecil. Oleh karena itu, dapat di simpulkan 

bahwa topik penanggulanngan tindak pidana narkotika oleh kepolisian 

masih sangat memungkinkan dan memiliki peluang besar untuk dijadikan 

sebagai bahan penelitian selanjutnya.  

Hasil lain menujukkan tidak adanya community policing yang berkaitan 

dengan narkotika, namun berpeluang kecil. Narkotika saling berkaitan 

dengan kata kunci lain. Namun, secara tidak langsung tidak berkaitan 

dengan kepolisian. Maka, dapat disimpulkan bahwa topik Penerapan 

Community Policing Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika 

sangat berpeluang untuk dijadikan rujukan penelitian terbaru. 

1. Eva Valentina Manurung, Mahmud Mulyadi, Marlina, Wessy Trisna 

(2023), Penerapan Community Policing Dalam Penanggulangan Tindak 

Pidana Narkotika Diwilayah Kepolisian Sektor Medan Timur. Penelitian 

Terdahulu lebih fokus pada pengembangan hubungan dengan anggota 

masyarakat. Sementara Penelitian ini fokus pada membangun komunitas 

yang keberadaannya memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan 

kepolisian. Dengan adanya komunitas dapat membangun kepercayaan di 

masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan dialog terbuka yang 

melibatkan Kerjasama antara Kepolisian, Forum Kemitraan Polisi Dan 

Masyarakat (FKPM) Dan Masyarakat.  
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2. Adriani A.L Gula, Moh. R.U. Puluhulawa, Apripari (2024), 

Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Oleh Satuan 

Reserse Narkoba Polres Pohuwato. Penelitian Terdahulu lebih fokus 

pada pemberantasan dan penanggulangan narkotika. Sementara 

Penelitian ini fokus pada penerapan konsep community policing yang 

melibatkan strategi kolaborasi antara polisi dan masyarakat melalui 

edukasi dan sosialisasi. 

3. Gugun Hariadi Gunawan (2021), Peran Serta Masyarakat Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh 

Tenggara). Penelitian Terdahulu lebih fokus pada peran masyarakat 

dalam membantu apparat penegak hukum untuk pencegah dan 

memberantas penyalahgunaan peredaran narkotika di polres aceh 

tenggara. Sementara Penelitian ini fokus pada penerapan konsep 

pemolisian masyarakat yang menyoroti bagaimana polisi di tingkat 

Kepolisian mengintegrasikan pemolisian masyarakat ke dalam strategi 

mereka dengan membangun kemitraan dengan masyarakat dalam 

menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman narkotika seperti 

forum diskusi yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahn 

narkotika di lingkungan sekitar dan mencari solusi bersama. 

4. Aswan Afandi, Hambali Thalib, Abdul Agis (2020), Efektivitas 

Penanggulangan , Peredaran, Dan Penyalahgunaan Narkotika Oleh 

Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. Penelitian Terdahulu lebih 

fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
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penanggulangan , peredaran, Dan penyalahgunaan Narkotika Oleh 

Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan. Sementara Penelitian ini 

fokus pada peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang 

lebih aman, dengan melibatkan mereka dalam program pencegahan dan 

penyuluhan tentang bahaya narkotika ke sekolah, tempat umum, atau 

komunitas pemuda untuk memberikan informasi terkait bahaya 

narkotika, serta cara mencegah dan melaporkan peredaran narkotika.  

5. I Gede Dharma Yudha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman 

Sujana (2019), Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Dan 

Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli. Penelitian 

Terdahulu lebih fokus pada upaya dan kendala-kendala kepolisian dalam 

menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah 

hukum Polres Bangli. Sementara Penelitian ini fokus pada pendekatan 

pemolisian masyarakat yang diterapkan di tingkat Polres Biringkanaya, 

dengan cara menjalin kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam 

pencegahan dan penanganan narkoba seperti patroli keamanan atau 

kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Kepolisian di Polres Biringkanaya 

dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuda, 

menyelenggarakan forum diskusi rutin, atau kampanye antinarkotika 

yang melibatkan warga sekitar. 
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B. Teori Dan Konsep  

1. Community Policing  

Community Policing merupakan langkah tepat untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan 

warga masyarakat guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat 

di era demokrasi dan hak asasi manusia. (Community Policing) 

menuntut adanya komitmen filosofi pemolisian masyarakat dari seluruh 

jajaran organisasi kepolisian. Selain pemolisian tradisional, kepolisian 

harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi pemolisian 

masyarakat dengan mengeksplorasi strategi proaktif yang bertujuan 

untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum kejahatan terjadi atau 

sebelum masalah bertambah parah (Manurung et al., 2023). 

Menurut Suparlan, 2011 dalam Margaret & Saputra, (2023).  

community policing merupakan salah satu bentuk pemolisian yang 

bertujuan untuk menciptakan dan memelihara rasa aman dalam 

masyarakat yang dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai 

berikut:  

a. Kepolisian bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi atas 

permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, senantiasa berusaha 

untuk mengurangi rasa takut masyarakat terhadap masalah 

kriminalitas. 

b. Kepolisian mengutamakan penanggulangan kejahatan. 
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c. Kepolisian senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas 

masyarakat.  

Konsep community policing sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu 

kepolisian dan masyarakat. Secara harfiah, pemeliharaan yang 

merupakan terjemahan dari kata “pemeliharaan ketertiban” berarti 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi 

kepolisian. Dalam konteks ini, pemolisian tidak hanya menyangkut 

fungsi operasional kepolisian saja, tetapi juga pengelolaan fungsi 

kepolisian secara menyeluruh dari manajemen yang lebih rendah, 

termasuk refleksi-refleksi filosofis yang mendasarinya.  

Berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang Strategi Dasar dan 

Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat (Community Policing)  

Dalam pertanggungjawaban tugas Kepolisian, pemolisian masyarakat 

(Community Policing)  diartikan sebagai penyelenggaraan pemolisian 

yang dilandasi oleh pemahaman untuk menciptakan keamanan dan 

ketertiban, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh 

kepolisian sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, tetapi harus 

dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepolisian dan masyarakat. 

Community Policing merupakan suatu falsafah dan strategi operasional 

yang berlandaskan pada asas atau paradigma, sehingga untuk mencapai 

tujuan yaitu bermitra dengan masyarakat guna memperoleh solusi, 

mendeteksi gangguan sosial dan memelihara keamanan di lingkungan 

masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pemolisian masyarakat 
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(Community Policing)  terdapat pedoman-pedoman yang harus 

diterapkan oleh petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya (Margaret & Saputra, 2024). 

Melalui Community Policing di tengah-tengah masyarakat harus 

mampu menjadi panutan dan pengayomi masyarakat di tingkat 

masyarakat terkecil yaitu kecamatan atau desa mampu mendengar lebih 

jelas apa saja yang menjadi keluhan masyarakat. Lahirnya Community 

Policing disebabkan adanya kesadaran dari pimpinan kepolisian bahwa 

cara-cara pemolisian yang dilaksanakan di lapangan selama ini sudah 

tidak efektif lagi dalam menanggulangi kejahatan dan kondisi 

ketertiban umum yang dihadapi masyarakat saat ini belum terlaksana 

dengan baik. Misalnya ketika terjadi suatu tindak pidana berupa 

pencurian, masalah ketertiban dan keamanan, dan lain-lain. Maka 

Community Policing berwenang untuk membantu menyelesaikan 

masalah-masalah tersebut (Syahril et al., 2020). 

Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Community Policing) dalam 

pelayanan kepolisian di berbagai negara ada beberapa prinsip menurut 

(Glensor Dalam Alim, 2019)  

a. Membangun komunitas mengacu pada upaya menciptakan interaksi 

sosial yang sehat dan konstruktif di antara individu dalam suatu 

kelompok. Mereka berpendapat bahwa membangun komunitas tidak 

hanya melibatkan hubungan sosial tetapi juga kesadaran kolektif 

untuk berkontribusi pada tujuan bersama. Hal ini menegaskan bahwa 
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interaksi yang berkualitas dan rasa tanggung jawab bersama 

merupakan fondasi penting dalam membangun komunitas yang 

harmonis dan berkelanjutan. 

b. Membangun Kepercayaan merupakan proses penting dalam 

menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, baik antar 

individu maupun dalam masyarakat. Kepercayaan merupakan 

fondasi yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang sehat 

dan kolaborasi yang efektif. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan 

bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi harus dibangun 

secara bertahap melalui tindakan nyata yang menunjukkan integritas 

dan rasa hormat kepada orang lain. Kepercayaan juga merupakan 

modal sosial yang penting untuk mencapai tujuan bersama dalam 

suatu masyarakat atau organisasi. 

c. Membangun Kerjasama adalah Proses menciptakan hubungan yang 

harmonis dan sinergis antara individu atau kelompok untuk 

mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif memerlukan 

pemahaman bersama, komunikasi yang baik, dan pembagian 

tanggung jawab yang jelas di antara pihak-pihak yang terlibat. Hal 

ini menekankan bahwa kolaborasi yang sukses tidak hanya 

menghasilkan pencapaian tujuan, tetapi juga memperkuat hubungan 

antara individu atau kelompok yang terlibat. Hal ini menciptakan 

lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi di masa mendatang. 
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Menurut Tawa & Mandala, (2020) Meskipun community policing 

merupakan program Kepolisian, tidak akan terjadi dominasi oleh aparat 

Kepolisian, khususnya Pembina Polmas (community policing), karena 

ada prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam 

penyelenggaraan Polmas (community policing), sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan 

secara terus-menerus antara pembina Polmas dengan masyarakat 

melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka 

membahas masalah keamanan dan ketertiban. 

b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pembina Polmas 

dengan masyarakat, saling menghormati dan menghargai perbedaan 

pendapat. 

c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pembina 

Polmas dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian masalah 

sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan 

ketertiban. 

d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pembina Polmas dengan 

masyarakat dan pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa 

aman, tertib, dan tenteram sehingga dapat bersama-sama memahami 

permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan rasa 

saling percaya. 
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e. Akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan Polmas dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, 

berimbang, dan objektif. 

f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk turut 

berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan/masyarakat 

dalam upaya menjaga rasa aman dan ketertiban, memberikan 

informasi, saran, dan masukan, serta berperan aktif dalam proses 

pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan 

Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri. 

g. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri terhadap masyarakat 

yang lebih mengutamakan hubungan personal dari pada hubungan 

formal/birokrasi. 

h. Proaktif, yaitu secara aktif (tidak menunggu) melakukan 

pengawasan dan penyelesaian permasalahan sosial sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya 

gangguan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan pelayanan 

kepolisian. 

i. Orientasi pada penyelesaian masalah, yaitu aparat Polri bersama-

sama dengan masyarakat/masyarakat mengidentifikasi dan 

menganalisis permasalahan, menetapkan prioritas, dan menanggapi 

sumber/akar permasalahan. 
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2. Narkotika 

Secara umum istilah narkotika yang digunakan adalah “narkoba”, 

yaitu sejenis zat yang apabila dipakai akan menimbulkan efek dan 

pengaruh tertentu bagi tubuh pemakainya. Menurut Dirjosisworo, 1990 

dalam Nebi, (2019). Pengertian narkotika adalah Zat yang dapat 

menimbulkan efek tertentu bagi yang memakainya dengan cara 

memasukkannya ke dalam tubuh, efek tersebut berupa pembiusan, 

hilangnya rasa nyeri, timbulnya gairah dan halusinasi atau timbulnya 

khayalan. Khasiat tersebut dikenal dan terdapat dalam dunia kedokteran 

dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan kepentingan 

manusia seperti pembedahan, penghilang rasa nyeri dan lain-lain. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan narkoba atau narkotika 

sebagai obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa 

sakit, menimbulkan rasa kantuk atau merangsang (Mukri, 2019). 

Definisi lain dari United States Customs and Excise Bureau dalam 

buku “Narcotic Identification Manual” sebagaimana dikutip (Prakoso 

et al., 1987 dalam Nebi, (2019) menyebutkan: Bahwa yang dimaksud 

dengan narkotika adalah, opium, mariyuana, kokain, zat-zat yang bahan 

bakunya diambil dari benda tersebut yaitu morfin, heroin, kodein, hasis, 

kokain dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat obat 

yang tergolong halusinogen dan stimulant. 

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 
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penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau 

menghilangkan rasa sakit, serta dapat menimbulkan ketergantungan, 

yang terbagi dalam golongan (Debby Aulia Hakim et al., 2021). 

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat 

menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah 

viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat 

menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang 

masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Azim & Hartuti, 

2018). 

Narkotika dalam UU No. 22 /1997 adalah Tanaman Papever, Opium 

mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, 

Morfina, Tanaman koka, Daun kokain. Adapun bahaya pemakaian 

narkoba menurut (Haifa, 2020) yaitu : 

a. Otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang 

sebenarnya dalam keadaan yang tidak wajar. 

b. Peredaran darah dan Jamtung dikarenakan pengotoran darah oleh 

zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung 

di rangsang untuk bekerja di luar kewajiban. 

c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali. 

d.  Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan 

mendatangkan kematian secara mengerikan. 

e. Timbul ketergantungan baik rohani maupun jasmani sampai 

timbulnya keadaan yang serius karena putus obat.  
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Peradilan (2009) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan 

narkotika, yaitu sebagai berikut: 

a. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika. 

b. Ketentuan tentang kegiatan yang berkaitan dengan narkotika seperti 

penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, 

pengangkutan dan penggunaan narkotika. 

c. Ketentuan tentang kewajiban pelaporan bagi orang atau yang 

melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2. 

d. Ketentuan yang mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara yang berkaitan dengan 

narkotika khususnya untuk mempercepat prosedur serta 

mempermudah, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yang 

memerlukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kemudian dalam penggunaan narkotika diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam Pasal 

6 ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:  

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menimbulkan 

ketergantungan. 
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b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang mempunyai 

khasiat pengobatan yang digunakan sebagai upaya terakhir dan dapat 

digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi menimbulkan 

ketergantungan. 

c. Narkotika Golongan III yaitu narkotika yang digunakan untuk 

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi untuk 

menimbulkan ketergantungan 

Menurut Handayani, (2021) Berikut ini adalah narkoba yang paling 

banyak disalahgunakan di Indonesia, antara lain: 

a. Sabu Serbuk berbentuk kristal berkilau ini bentuknya mirip dengan 

garam dapur. Sabu mengandung metamfetamin yang dicampur 

dengan berbagai psikotropika. 

b. Ganja  (Hand Ganja Zat yang dapat menimbulkan kecanduan adalah 

THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang banyak terdapat pada bagian 

daun, batang, dan bunga. (Handayani, 2021)  

c. Ekstasi Narkoba ini tidak digunakan dalam dunia medis. Narkoba ini 

diproduksi oleh pabrik gelap, bukan pabrik narkoba. Ekstasi 

diproduksi khusus untuk disalahgunakan, yaitu untuk mendapatkan 

perasaan gembira, kehilangan, kesedihan, kekecewaan, dan 

kemarahan.  
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Menurut Puri & Hilir-Riau, (2023) ada beberapa dampak yang 

dijadikan acuan dalam penyalahgunaan narkotika yaitu: 

a. Dampak Kesehatan Fisik  

Pada remaja salah satu dampak paling kentara dari penggunaan 

narkoba pada remaja adalah pada kesehatan fisiknya. Beberapa jenis 

narkoba dapat merusak organ vital, mengganggu fungsi sistem 

tubuh, dan menimbulkan risiko serius bagi kesehatan jangka 

panjang. Misalnya, penggunaan zat seperti kokain dan 

metamfetamin dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, 

masalah jantung, dan risiko serangan jantung pada remaja yang 

seharusnya berada dalam masa pertumbuhan sehat 

Penelitian terkini mengungkapkan bahwa penggunaan opioid 

pada remaja dikaitkan dengan peningkatan risiko penyalahgunaan 

narkotika, overdosis, dan masalah kesehatan mental. Dengan adanya 

krisis opioid yang sedang berlangsung, pemahaman yang mendalam 

tentang dampak tersebut sangat penting untuk merancang intervensi 

yang efektif.  

b. Dampak Kesehatan Mental Pada Remaja  

Selain dampak fisik, penggunaan narkoba juga memiliki 

implikasi serius bagi kesehatan mental remaja. Banyak penelitian 

yang menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan narkoba 

memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental 

seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Penggunaan narkoba 
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dapat memicu ketidakstabilan emosi, perubahan suasana hati yang 

ekstrem, dan menimbulkan tantangan serius dalam mengelola 

kesehatan mental mereka. 

c. Dampak Sosial Pada Remaja  

Aspek sosial juga menjadi korban penggunaan narkoba pada 

remaja. Remaja yang terlibat dalam penggunaan narkoba sering 

mengalami isolasi sosial, masalah dalam hubungan dengan teman 

sebaya, dan konflik dengan keluarga. Penggunaan narkoba pada 

remaja dapat merusak struktur sosial keluarga dan memperburuk 

hubungan interpersonal, yang berpotensi menyebabkan perubahan 

yang merugikan dalam perilaku sosial.  

Menurut Hayyun, (2021) Seringkali orang bertanya-tanya 

bagaimana seseorang bisa terlibat dalam penggunaan narkoba 

sementara yang lain tidak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi 

seseorang un, individual. 

a. Faktor kepribadian. Ciri-ciri kepribadian yang beresiko dalam 

menggunakan Narkotika, seperti kurang percaya diri, mudah 

kecewa, agresif, moody, pemalu, pendiam dan sebagainya. 

1) Faktor usia. Paling banyak dimulai pada saat remaja, karena pada 

remaja sedang mengalami perubahan biologis, psikologis dan 

sosial yang pesat. 

2) Pandangan atau keyakinan yang salah. 

3) Religiusitas yang rendah. 
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b. Faktor Lingkungan  

1) Keluarga Seperti komunikasi yang kurang baik antara orang tua 

dan anak, orang tua yang bercerai, menikah lagi, orang tua acuh 

tak acuh, orang tua otoriter dan sebagainya. 

2) Lingkungan pergaulan Misalnya lingkungan kurang baik di 

sekitar rumah, sekolah, teman sebaya atau masyarakat 

Adapun strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika di 

masyarakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut 

(Sugianto et al., 2022). 

a. Pelatihan dan Pendidikan Merencanakan  dan  melaksanakan 

pelatihan  bagi berbagai  kelompok  masyarakat  seperti  orang tua,  

tokoh masyarakat,  kelompok  pemuda  tentang  strategi pencegahan,  

keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja bagi anak remaja dan 

lain-lain. 

b. Kebijakan dan regulasi   perlu   merumuskan   kebijakan   dan   

regulasi   tentang   pencegahan   dan   penanggulangan narkotika dan 

zat adiktif lainnya.  

c. Kegiatan masyarakatan Tokoh masyarakat  dapat  mendorong  dan  

menggerakkan masyarakat  khususnya  remaja  untuk aktif dalam   

kegiatan positif   dan   kegiatan   kemasyarakatan   seperti   bakti 

sosial, menjaga kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan. 
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d. Promosi Hidup Sehat Tokoh masyarakat  dapat  merumuskan  

program yang  mengutamakan  pembinaan hidup sehat seperti : jalan 

sehat, lomba olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll. 

e. Sistem Rujukan Tokoh masyarakat  dapat  membantu  mereka  yang  

rentan  atau  yang  korban narkotika  untuk memperoleh pelayanan 

medis, perawatan atau rehabilitasi  sosial melalui sistem rujukan atau 

prosedur yang disepakati. 

f. Pembentukan Kelompok Konseling dari  warga  masyarakat,  tokoh 

masyarakat  atau  organisasi sosial  masyarakat,  sebagai  relawan  

untuk  memberikan konsultasi/konseling  kepada  warga atau  remaja 

yang mempunyai permasalahan pribadi atau rentan atau pernah 

menjadi korban narkoba. 

g. Organisasi Penetapan  tata cara kerjasama  antara  organisasi  sosial  

masyarakat dengan tokoh masyarakat  formal/informal  sangat  

penting  untuk  memperlancar  dan meningkatkan   koordinasi   

dalam   penanggulangan   dan   pencegahan   penyalahgunaan 

narkotika di lingkungannya.  Di  daerah  yang  terjangkit  wabah  

narkoba,  akibatnya  sudah  sangat nyata.Selain  mereka yang terjerat 

narkotika menjadi  tidak  produktif,  kehadirannya  sangat  

memberatkan  bahkan  dapat merusak  kehidupan keluarga,  

mengancam  keamanan  lingkungan,  dan  memicu  terjadinya tindak 

pidana di  masyarakat.  Keadaan yang buruk  ini  telah  menimbulkan 
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kecemasan dan  keresahan serta masyarakat mulai  melakukan 

perang terhadap narkoba. 

3. Tindak Pidana Narkotika  

Kejahatan narkotika tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi 

melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan satu orang 

pelaku yang terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi 

dan sangat rahasia baik di tingkat regional, nasional, maupun 

internasional, (Amin, 2017).  

Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur 

upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui 

ancaman, pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan 

pidana mati  

Menurut Pratama Andika, (2021) Tindak pidana narkoba yang 

dilakukan oleh pelajar terutama yang masih di bawah umur, 

Rehabilitasi dapat memberdayakan pelaku dan korban untuk mengejar 

cita-cita dalam hidupnya. Mengingat hak hidup manusia, begitu juga 

hak pelaku kejahatan yang korbannya merupakan generasi penerus 

bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan perawatan medis yang 

layak, sekalipun mereka pelaku kejahatan atau pengguna narkoba. 

Selain perawatan rehabilitasi yang tepat waktu dan sekaligus dapat 

meningkatkan keterampilannya.  

Untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, aparat 

penegak hukum khususnya kepolisian harus bekerja secara optimal 
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sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2002 tentang tugas dan wewenang Kepolisian dengan 

meningkatkan produktivitas yang ada, sehingga sasaran yang 

diharapkan dapat tercapai. Terselenggaranya pemberantasan narkoba 

tidak lepas dari tindakan penegakan hukum dan kerjasama berbagai 

kalangan serta dukungan masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat 

disini sebagai pemberi informasi tentang kejahatan narkoba. 

Disamping itu untuk melindungi masyarakat dari bahaya 

penyalahgunaan narkotika serta mencegah dan memberantas peredaran 

gelap narkotika yang modus operandinya semakin canggih, diharapkan 

kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut berperan serta 

bersama-sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan BNN untuk 

memberantas peredaran gelap narkotika sesuai dengan fungsi dan 

perannya masing-masing (Tarigan, 2017). 

Dampak dari tindak pidana narkoba menyebabkan hilangnya 

generasi terutama mereka yang terindikasi sebagai pecandu narkoba, 

yang mana telah merusak kesehatan, masa depan yang menyebabkan 

nyawa mereka terancam kematian, menyadari akan dampak dari tindak 

pidana narkoba maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang 

tindak pidana narkoba dengan ancaman hukuman sesuai dengan 

penggolongan jenis narkoba yang dikonsumsi (Suyatna, 2018). 
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Menurut Saputra, (2021), Hambatan yang dihadapi dalam 

menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilihat 

dari beberapa faktor yaitu: 

a. Faktor keterbatasan dana operasional. Tindak pidana narkoba tidak 

lagi dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi melibatkan banyak orang 

secara bersama-sama, bahkan membentuk suatu sindikat yang 

terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan 

sangat rahasia. 

b. Faktor masyarakat, masyarakat mempunyai peranan penting dalam 

upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. 

c. Faktor penegakan hukum, yang masih belum memadai seperti 

kurangnya personil. 

4. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika  

Narkotika semakin marak di negeri ini, mulai dari penyalahgunaan 

hingga peredaran dan penyelundupan dari seluruh pelosok melalui 

bandara dan pelabuhan laut. Penyalahgunaan narkoba sudah menyentuh 

semua lapisan masyarakat. Pejabat bahkan ibu rumah tangga pun tak 

luput dari cengkeraman narkoba. Keprihatinan yang lebih dalam adalah 

anak-anak dijadikan sebagai target pemasaran (kurir) dan pengguna 

narkoba. Perdagangan gelap narkoba merupakan kejahatan 

internasional yang penanganannya memerlukan perhatian mendesak 

dan prioritas tinggi. Kejahatan ini erat kaitannya dengan berbagai hal 

dan terorganisasi, sehingga dapat mempengaruhi dan merusak 
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perekonomian serta mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan 

negara (Salamor & Ubwarin, 2017). 

Upaya penanggulangan permasalahan yang dapat mengganggu 

keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat meliputi 

serangkaian upaya pencegahan dengan cara mengidentifikasi akar 

permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, 

mengevaluasi, dan menilai kembali efektivitas tindakan. Kemitraan 

antara kepolisian dengan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan 

yang meliputi seluruh proses manajemen, mulai dari perencanaan, 

pengawasan, pengendalian, analisis, dan evaluasi pelaksanaannya 

(Surbakti & Hutabarat, 2023). 

Upaya pencegahan dilakukan secara terpadu dan dinamis antar 

unsur aparatur kepolisian Djanggih & Ahmad, (2017), merupakan 

upaya yang terus menerus dan berkelanjutan untuk mengubah sikap, 

perilaku, cara berpikir kelompok masyarakat yang sudah mempunyai 

kecenderungan menyalahgunakan dan melakukan tindak pidana 

peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Upaya 

pencegahan yang dimaksudkan adalah menciptakan kesadaran akan 

kewaspadaan dan ketahanan terhadap bahaya serta memiliki 

kemampuan untuk menolak zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya 

mampu menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, 

produktif, kreatif, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun 

lingkungannya. 
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Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif 

merupakan pula upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum 

pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya 

penanggulangan hukum (khususnya penanggulangan hukum pidana 

narkotika), oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik dan 

kebijakan hukum pidana merupakan pula bagian dari penegakan hukum 

(Law Enforcement Policy). 

Adapun upaya rinci yang dilakukan kepolisian dalam 

menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif lainnya menurut (Amri et al., 2021) : 

a. Upaya Preventif  

Upaya preventif dilakukan dengan mengupayakan pencegahan 

terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk itu kegiatan yang 

dilakukan adalah dengan berupaya mengoptimalkan kegiatan 

internal di lingkungan instansi kepolisian terutama personil dan 

sarana prasarana yaitu  

1) Melakukan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan 

terjadinya penyalahgunaan narkoba misalnya: di tempat hiburan 

malam (sekitar pasar senggol dan pantai), hotel beserta kafe dan 

tempat karaoke, panti pijat, terminal, pasar, dan dimungkinkan 

di pemukiman yang dianggap aman terhadap penyalahgunaan 

narkoba. 
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2) Melakukan operasi kepolisian dengan melakukan patroli, razia, 

di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya 

penyalahgunaan narkoba.  

b. Upaya Pre-emtif  

Upaya pre-emtif yang dilakukan dengan beberapa kegiatan 

edukatif dengan tujuan untuk menghilangkan faktor-faktor 

penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa 

disebut faktor korelatif kriminogenik terjadinya kejahatan. Sasaran 

yang ingin dicapai adalah terciptanya kesadaran, kewaspadaan, dan 

penangkalan serta pembinaan dan penciptaan kondisi perilaku dan 

norma kehidupan yang bebas dari psikotropika.  

Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan 

narkotika dan psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan 

pada jalur resmi dan pengawasan langsung pada jalur peredaran 

gelap dengan tujuan agar potensi terjadinya kejahatan tidak 

berkembang menjadi ancaman nyata. 

c. Upaya Represif  

Penanganan secara represif dilakukan dengan melakukan 

penindakan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika tersebut 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya 

ini nampaknya telah terlaksana dengan baik, karena perkara 

ditangani sendiri oleh kepolisian, kemudian berkas dilimpahkan ke 

Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut. 
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Adapun Menurut Kusumasari, (2020) upaya penanggulangan tingkat 

narkotika yaitu: 

a. Upaya Non Penal (Pencegahan)  

Preemtif, masih dalam bentuk sosialisasi seperti pemasangan 

spanduk, baliho dalam rangka sosialisasi khusus mengenai bahaya 

narkoba. Preventif, melakukan penyuluhan di tingkat pelajar, 

mahasiswa dan juga kecamatan, kabupaten dan seluruh lingkungan 

serta melakukan pengawasan terhadap jalur peredaran gelap seperti 

pengawasan dan razia di tempat-tempat yang dianggap rawan 

penyalahgunaan narkoba. 

b. Upaya Penal (Pemberantasan)  

Represif, upaya penegakan hukum dengan melakukan 

penyidikan, apabila ditemukan barang bukti dilakukan penangkapan 

paksa melalui proses penyidikan kemudian dilimpahkan ke 

kejaksaan untuk selanjutnya proses di pengadilan. 

5. Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika  

Menurut Caron & Markusen, (2024) Peran dan fungsi Kepolisian 

Negara diarahkan pada penegakan hukum, melayani masyarakat 

dengan menghormati hak-hak sipil dan menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia (HAM). Perilaku kepolisian diharapkan menghormati hak-hak 

sipil, mengutamakan pendekatan kemanusiaan, tidak berciri militer, 

dan mengabdi pada kepentingan masyarakat. Fungsi kepolisian dalam 

masyarakat adalah aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera. Fungsi 
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kepolisian adalah sebagai aparatur negara yang memelihara keamanan, 

ketertiban umum, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan 

menegakkan hukum. Untuk itu sangat disayangkan apabila ada anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di daerah 

maupun pusat, ada oknum polisi yang menyalahgunakan narkotika, 

tentu saja mencoreng citra kepolisian, karena seharusnya polisi yang 

terlibat dalam pemberantasan peredaran narkoba, tetapi yang terjadi 

justru sebaliknya, ada oknum polisi yang menjadi musuh dalam selimut 

dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai berbagai 

cabang mengenai pengertian Kepolisian tidak dijelaskan secara 

lengkap, alasannya karena pengaturan tersebut menyangkut fungsi dan 

kelembagaan Kepolisian yang diatur di dalamnya. Kepolisian 

merupakan berbagai hal mengenai kelembagaan dan fungsi Kepolisian 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan. 

Kepolisian juga merupakan anggota lembaga pemerintah yang bertugas 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi kata 

Kepolisian merujuk kepada tiga hal yaitu orang dan Lembaga 

(Institutions) dan fungsi. Kepolisian merupakan Lembaga yang sering 

disebut dengan Kepolisian. Seperti. Kepolisian Negara Republik 

Indonesia atau POLRI, dan Kepolisian Daerah disebut dengan POLDA. 

Peran Kepolisian saat ini adalah sebagai pemelihara. Kepolisian 
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merupakan aparat penegak hukum jalanan yang berhadapan langsung 

dengan masyarakat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi 

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kerjasama kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 

menyebutkan bahwa hubungan kerjasama antara Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk 

memperlancar tugas kepolisian tanpa mencampuri urusan instansi 

masing-masing. Khusus untuk kerjasama dengan BNNP dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Badan Narkotika Nasional Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa tugas 

BNN adalah melakukan koordinasi dengan Kapolri dalam pencegahan 

dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. 

Menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015 Dalam (Junaedi et 

al., 2019). Menjelaskan Bentuk-bentuk kerjasama memiliki indikator 

yaitu tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi.  

a. Tanggung jawab merupakan kemampuan seseorang atau lembaga 

dalam melaksanakan suatu kewajiban. 
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b. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu 

pihak ke pihak yang lain.  

c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu 

menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan 

seseorang atau lembaga, baik tenaga maupun pikiran. 

Menurut Sawir et al., (2023) Cakupan tugas kepolisian sangat luas 

yaitu seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat 

yang begitu pesat mengakibatkan terjadinya perubahan tuntutan 

pelayanan kepada masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan 

kepolisian kepada masyarakat. Tugas, peran, dan fungsi kepolisian 

suatu negara senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. 

Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Fungsi dan Tugas 

Pokok Kepolisian (Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian) adalah mewujudkan keamanan dalam 

negeri yang meliputi:  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. Menegakkan hukum. 

c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. 

d. Membina ketertiban dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia 
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C. Kerangka Fikir 

Berikut ini merupakan kerangka berpikir yang menggunakan teori 

(Glensor Dalam Alim:2019 sebagai landasan berpikir penelitian yang 

dihimpun dari fakta, hasil observasi, dan studi pustaka: 

 

Gambar 2 2 Kerangka Fikir 

D. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna 

memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Adapun 

fokus penelitian ini yaitu penerapan community policing apa yang 

digunakan Polsek Biringkanaya Kota Makassar dalam penanggulangan 

tindak pidana narkotika.  
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E. Deskripsi Fokus Penelitian  

1. Membangun Komunitas merupakan suatu proses yang melibatkan kerja 

sama masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Biringkanya dalam 

mengembangkan kapasitas masyarakat guna meningkatkan kondisi 

sosial, ekonomi dan lingkungan mereka sendiri.  

2. Membangun Kepercayaan merupakan suatu proses partisipatif yang 

inklusif dan transparan di Kepolisian Biringkanaya ketika masyarakat 

merasa didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 

kepercayaan terhadap pemimpin dan sesama warga masyarakat 

meningkat. 

3. Membangun Kerjasama merupakan upaya Kepolisian Biringkanaya 

secara bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama dengan 

melibatkan masyarakat sehingga tindak pidana dapat diselesaikan 

secara bersama-sama. 
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BAB III  

 METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 September hingga 01 

Desember 2024. Bertempat di kantor Kepolisian Polsek Biringkanaya, 

Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringkanaya, Koramil 

1408 Biringkanaya, serta Masyarakat Biringkanaya Kota Makassar. 

Penelitian ini dilakukan di lokasi setelah keluarnya surat izin penelitian dari 

LP3M dan mendapat izin dari pihak kepolisian terkait, untuk melakukan 

penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

Polsek Biringkanaya merupakan aparat kepolisian di wilayah tersebut, 

sehingga memiliki peran yang strategis dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, termasuk dalam pencegahan dan penanggulangan 

tindak pidana. Dengan semakin meningkatnya tingkat keamanan di wilayah 

tersebut, maka penelitian difokuskan untuk menggali lebih dalam mengenai 

penerapan community policing yang diambil Polsek Biringkanaya Kota 

Makassar dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Dimana dalam penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai 

dengan situasi, sikap, dan fakta yang terjadi. Menurut (Sugiyono, 2022) 

bertujuan untuk meneliti suatu objek yang alamiah tidak  dimanipulasi 
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sehingga kondisi objek tersebut tidak berubah ketika peneliti memasuki 

objek tersebut, hingga meninggalkan objek tersebut. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif 

yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk  menjelaskan suatu masalah 

secara akurat dan sistematis tentang penerapan community policing 

dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Polsek Biringkanaya 

Kota Makassar. 

C. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini: 

1. Data primer  merupakan  data yang diperoleh langsung oleh penulis dari 

hasil wawancara, observasi, dokumen  pribadi, yang berkenan dengan 

objek penelitian. 

2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari 

beberapa sumber pendukung yang memperkuat data primer. Sumber data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, 

buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang 

diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga 

terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian. 

D. Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah narasumber yang dapat dipercaya, dalam 

hal ini sumbernya adalah sejumlah informan, yakni orang-orang yang 

benar-benar mengetahui permasalahan yang hendak diteliti dan juga 
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merupakan orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dimana 

informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang 

sebagai berikut:  

Tabel 3 1 Informan Penelitian 

NO Nama Informan Inisial Informan Jabatan 

1. Badras, S.H B Paurmin Reskrim  

2. Hendrawan. N  H Staf BINMAS  

3. Muslimin  M Wakil Ketua FKPM 

4. H. Abdul Rais AS Wakil Sekretaris FKPM 

5. Muhammad Kasim MK Anggota FKPM 

6. Syamsuddin M  S BABINSA Koramil  

7. Reza R Masyarakat 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi: Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui 

pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi ialah 

kemampuan seseorang, dalam hal ini peneliti menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra seperti pendengaran dan 

penglihatan. 

2. Wawancara (interviewing): Yaitu metode pengumpulan data dengan 

cara berkomunikasi secara langsung dengan informan sesuai dengan 

jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini tanya jawab antara informan dan peneliti dilakukan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada aparat kepolisian 
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selaku informan yang mengetahui berkaitan dengan penanganan 

community policing dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di 

Polsek Biringkanaya Kota Makassar. 

3. Dokumentasi: setelah melakukan wawancara dan observasi selanjutnya 

penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa rekaman 

wawancara, foto, ringkasan catatan, maupun peraturan-peraturan dan 

lainnya yang berkenaan dengan masalah penelitian 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan cara atau metode untuk mengolah 

dan memproses data menjadi hasil atau informasi yang sahih dan mudah 

dipahami oleh masyarakat umum. Data yang telah terkumpul dalam 

penelitian ini, selanjutnya di analisis oleh penulis secara kualitatif dan 

dibahas dalam bentuk uraian dan memberi makna sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Penulis menggunakan analisis data model (Miles dan 

Humberman dalam Suak et al., 2017)adalah sebagai berikut : 

1. Data Reduction (Reduksi data)  

Tahapan reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

merangkum data atau menggunakan coding sehingga dapat diambil 

data yang utama dan penting, sehingga memudahkan peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

2. Data Display (Penyajian data) 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk 

penyampaian informasi melalui uraian singkat dengan jelas sehingga 
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dapat dibaca dan dianalisis sehingga memudahkan dalam memahami 

apa yang sedang terjadi. 

3. Conclusion Drawing/verification (Kesimpulan dan Verifikasi) 

Pada tahapan ini penulis melakukan penarikan simpulan dan verifikasi, 

simpulan yang dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan bukti-bukti 

yang tepat dan konsisten saat melakukan penelitian dalam 

mengumpulkan data. Simpulan yang dikemukaan merupakan simpulan 

yang kredibel apabila telah melalalui proses verifikasi. 

G. Keabsahan Data  

Triangulasi merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk 

menguji keabsahan data dalam penelitian. Menurut (Sugiyono & Lestari, 

2019) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data melalui berbagai 

sumber, berbagai metode dan waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis 

triangulasi, yaitu: 

1. Triangulasi sumber yaitu pengujian data yang dilakukan dari data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi Teknik yaitu pengujian data yang dilakukan dengan cara 

pengecekan data kepada sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik 

yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data yang dilakukan melalui 

wawancara dalam kondisi waktu yang berbeda. 
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H. Alat Bantu Analisis Data  

Penelitian ini akan menggunakan alat bantu software Nvivo 12 plus 

untuk melakukan analisis data kualitatif. Software ini dipilih agar 

memudahkan dalam memperoleh data yang berbentuk grafik, table serta 

diagram dengan melaksanakan koding dari sumber data penelitian. 

Nvivo 12 plus dapat menganalisis beragam sumber data, diantaranya: 

sumber data eksternal dan internal, kerangka matriks, serta catatan-catatan 

peneliti di lapangan. Sumber data eksternal (External source) yaitu materi 

atau informasi yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan kedalam 

software Nvivo 12 plus, berupa jurnal dan buku cetak. Sumber data internal 

(Internal sources) berupa transkip dan rekaman wawancara, foto, video, 

catatan dalam penelitian, data bases, dan tabel data survei.  

Tahap selanjutnya adalah menginput data dengan cara memasukkan 

transkip wawancara kedalam software Nvivo 12 plus. Setelah itu membuat 

mid map sesuai masalah penelitian. Kemudian melakukan penggolongan 

pertanyaan wawancara serta membentuk model yang menggambarkan 

hubungan keterkaitan antar informan dengan masalah dalam penelitian. 

Tahap akhir dari pengolahan data akan menampilkan bagan hasil penelitian 

yang diperoleh pada software Nvivo 12 plus (Priyatni et al., 2020). 
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BAB IV   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Polsek Biringknaya Kota Makassar 

Polsek Biringkanaya adalah salah satu unit pelaksana teknis kepolisian 

yang berada di bawah naungan Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi 

Selatan. Polsek ini memiliki wilayah hukum di Kecamatan Biringkanaya, 

salah satu kecamatan di Kota Makassar yang bertempat di Jl.Kapasa Raya 

No.26, Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Wilayah ini 

meliputi area yang cukup luas dengan berbagai karakteristik sosial, 

ekonomi, dan budaya yang beragam.  

Polsek Biringkanaya didirikan sebagai bagian dari upaya Polri untuk 

memperluas jangkauan pelayanan dan pengawasan di wilayah Kota 

Makassar yang terus berkembang. Berdirinya Polsek ini berkaitan erat 

dengan pembentukan Kecamatan Biringkanaya pada tahun 1990-an, sebagai 

hasil pemekaran wilayah administrasi dari Kecamatan Tamalanrea. Namun, 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di 

wilayah Makassar bagian utara, kebutuhan akan pelayanan keamanan dan 

penegakan hukum yang lebih dekat dan efektif semakin meningkat. Untuk 

menjawab tantangan tersebut, Polri membentuk Polsek Biringkanaya 

sebagai unit pelaksana tugas kepolisian tingkat kecamatan. Tujuannya 

adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga 

stabilitas keamanan di wilayah ini. 
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Adapun Hirarki Kepolisian yaitu: 

a. Kapolri yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jabatan 

tertinggi dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. Kepala Kepolisian bertanggung jawab di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulai dari operasi, 

manajemen, dan kebijakan Kepolisian dalam menjaga keamanan, 

ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. 

b. Kapolda yaitu Kepala Kepolisian Daerah. Kepala Kepolisian Daerah 

bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kepolisian di wilayah 

hukum Polda yang meliputi satu atau beberapa provinsi. 

c. Kapolrestabes yaitu Kepala Kepolisian Resor Kota. Polrestabes berada 

di bawah koordinasi Kepolisian Daerah (Polda) dan memiliki wilayah 

hukum yang meliputi kota-kota besar dengan kepadatan penduduk dan 

kompleksitas masalah keamanan yang tinggi di tingkat Kabupaten atau 

Kota. 

d. Kapolsek yaitu Kepala Kepolisian Sektor. Polsek merupakan satuan 

kepolisian di tingkat kecamatan yang berada di bawah naungan 

Kepolisian Resor (Polres) atau Kepolisian Resor Kota (Polrestabes). 

Kapolsek bertugas melaksanakan tugas kepolisian di wilayah kecamatan. 

Adapun Tugas dan Fungsi Polsek Biringkanaya menjalankan tugas dan 

fungsi kepolisian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, yaitu:  
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a. Menangani berbagai kasus kriminal, termasuk kasus narkotika, 

pencurian, dan tindak pidana lainnya 

b. Melaksanakan patroli rutin, kegiatan preventif, dan pengamanan acara 

masyarakat.  

c. Melayani pengaduan, pengurusan surat keterangan, serta membangun 

kemitraan dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang 

aman. 

Adapun situasi kesatuan di Polsek Biringkanaya Kota Makassar 

ditampilkan pada table berikut: 

Tabel 4 1 Jumlah Personil Polsek Biringkanaya Kota Makassar 

NO PANGKAT JUMLAH PERSONIL 

1. KOMPOL 1 ORANG  

2. IPTU 5 ORANG 

3. PENGATUR 1 ORANG 

4. AIPDA 22 ORANG 

5. AIPTU 28 ORANG 

6. BRIPKA 11 ORANG 

7. BRIPTU 5 ORANG 

8. BRIGPOL 2 ORANG 

9. IPDA 10 ORANG 

TOTAL JUMLAH PERSONIL 

KESELURUHAN 85 ORANG 

Sumber: Polsek Biringkanaya Kota Makassar Tahun 2024 

Dari tabel di atas ditujukan bahwa total personil kepolisian yang 

tergabung dalam kesatuan Polsek Biringkanaya Kota Makassar adalah 

sebanyak 85 orang. 
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Batas-batas wilayah Polsek Biringkanaya Kota Makassar  yaitu: 

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wil Polres Maros, kab. Maros 

2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kec. Tamalanrea 

3. SebelahTimur : Berbatasa dengan Wil Polres Maros, Kab. Maros 

4. Sebelah barat : Berbatasan Kec. Tamalanrea dan selat Makassar 

2. Visi Dan Misi Polsek Biringkanaya Kota Makassar 

Sebagai salah satu elemen dari Polsek Biringkanaya Kota Makassar 

mengembangkan Visi Dan Misi yaitu  

Tabel 4 2 Visi Misi Polsek Biringkanaya Kota Makassar 

Visi “Terwujudnya insan polri yang professional, 

Bermoral, Bersih, Dan Terpercaya Dalam penegakan 

hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan 

pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa 

aman, tentram, dan terpecaya” 

Misi Memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak 

diskriminatif agara masyarakat bebas dari segala 

bentuk gangguan fisik dan psikis 

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-

nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah 

hukum negara kesatuan Indonesia. 

Mengembangkan perpolisian masyarakat (Community 

Policing) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum 

(Law Abiding Citizen). 

Menegakan Hukum secara professional, objektif, 

proposional, transparan dan akuntabel untuk menjamin 

kepastian hukum dan rasa keadilan  

Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, 

dan modern seluruh sumber daya polri guna 

mendukung operasional tugas 

Meningkatkan kesadaranhukum dan kesadaran 

berbangsa dari masyarakat yang bhineka tunggal ika 

    Sumber: Polsek Biringkanaya Kota Makassar 
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3. Struktur Organisasi Polsek Biringkanaya Kota Makassar 

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat 

Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Peraturan ini menjadi acuan umum 

dalam menentukan struktur organisasi Polsek di seluruh Indonesia. Untuk 

lebih jelasnya, gambaran struktur organisasi di Polsek Biringkanaya Kota 

Makassar di tampilkan pada gambar 4.1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Polsek Biringkanaya Kota Makassar 

 

4. Tugas Pokok Setiap Elemen Dalam Struktur Organisasi  

a. Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor) 

Bertugas memimpin seluruh kegiatan di Polsek, mengoordinasikan 

fungsi-fungsi operasional dan administrasi, serta bertanggung jawab atas 

Gambar 4 1 Striktur Organisasi Polsek Biringkanaya Kota Makassar 
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pelaksanaan tugas keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di 

wilayah hukumnya. 

b. Wakapolsek (Wakil Kepala Kepolisian Sektor) 

Bertugas membantu Kapolsek dalam memimpin Polsek serta mengawasi 

dan mengendalikan pelaksanaan tugas seluruh unit. Wakapolsek juga 

berperan sebagai pengganti sementara Kapolsek apabila berhalangan. 

c. Unit Propam (Profesi Dan Keamanan) 

Bertugas mengawasi disiplin, etika profesi, dan integritas anggota Polri 

di tingkat Polsek. Unit ini menangani pengaduan masyarakat terkait 

pelanggaran etik atau disiplin oleh anggota Polsek. 

d. Sium (Sekretariat Umum) 

Bertugas mengelola administrasi umum dan surat-menyurat Polsek, 

termasuk pengarsipan dokumen, logistik, dan kebutuhan operasional 

Polsek lainnya. 

e. Sihumas (Sekretariat Humas) 

Bertugas melaksanakan kegiatan humas untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat terkait kinerja Polsek, menangani publikasi media, 

dan menjaga citra serta komunikasi publik Polsek. 

f. SPKT( Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) 

Bertugas menyediakan layanan terpadu bagi masyarakat yang 

membutuhkan bantuan atau pelaporan kepolisian. SPKT bertugas 

sebagai pusat pelayanan pertama untuk pengaduan, pelaporan, serta 

respons awal kasus atau insiden. 



52 
 

 

g. Unit Intelkam (Intelijen Dan Keamanan) 

Bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi 

intelijen terkait keamanan dan potensi ancaman di wilayah Polsek untuk 

membantu pencegahan tindak kejahatan. 

h. Unit Reskrim (Reserse Dan Kriminal) 

Bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak 

pidana yang terjadi di wilayah Polsek. Unit ini menangani kasus 

kriminal, termasuk pencurian, penipuan, penganiayaan, dan kasus pidana 

lainnya.  

i. Unit Binmas (Pembinaan Masyarakat) 

Bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat melalui 

pendekatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, termasuk 

bimbingan, penyuluhan, dan kegiatan sosialisasi. 

j. Unit Samapta (Sabhara dan Pengamanan Objek Vital) 

Bertugas melaksanakan patroli dan pengamanan objek vital serta 

menjaga ketertiban umum di wilayah Polsek. Unit Samapta juga 

bertanggung jawab dalam penanganan massa atau demonstrasi. 

k. Unit Lantas (Lalu Lintas) 

Bertugas melaksanakan tugas-tugas pengaturan, pengawasan, dan 

penegakan hukum di bidang lalu lintas. Unit Lantas berfokus pada 

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, termasuk penanganan 

kecelakaan lalu lintas. 
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2. Gambaran Khusus Community Policing (Forum Kemitraan Polisi Dan 

Masyarakat) Biringknaya Kota Makassar. 

 

Community Policing (FKPM) merupakan pendekatan kepolisian yang 

berfokus pada kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban. Bertempat di Jalan Berua I Nomor 8, kecamatan 

biringkanaya, Kelurahan Berua, Kota Makassar.   

Di wilayah Biringkanaya, Kota Makassar, Penerapan Polmas diawali 

sebagai respon terhadap tingginya angka kriminalitas dan permasalahan 

sosial, seperti narkoba, konflik antarmasyarakat, dan pencurian. Wilayah ini 

memiliki keragaman budaya dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga 

tantangan keamanan menjadi semakin kompleks. 

Pada awal tahun 2010-an, Kepolisian Kota Makassar melihat perlunya 

pendekatan baru dalam menjaga keamanan yang melibatkan masyarakat 

secara langsung. Pendekatan ini diwujudkan dengan membentuk Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Forum ini berfungsi sebagai 

wadah komunikasi dan kolaborasi antara polisi dengan unsur masyarakat 

seperti tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan pemerintah daerah. 
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FKPM Biringkanaya resmi dibentuk pada tahun 2023. Pembentukan ini 

melibatkan berbagai pihak, antara lain: 

a. Polda Makassar dan Polres Biringkanaya: Sebagai pemrakarsa dan 

pelaksana program. 

b. Pemerintah Kecamatan dan Desa: Berperan dalam memberikan 

dukungan administrasi dan sarana prasarana. 

c. Masyarakat Setempat: Melalui pelibatan masyarakat secara aktif 

sebagai bagian dari penyelesaian masalah keamanan. 

Secara administrasi Polsek Biringkanya Kota Makassar terbagi atas 11 

Kelurahan yaitu : 

1. Paccerakang 

2. Daya 

3. Pai 

4. Bulurokeng 

5. Sudiang 

6. Sudiang Raya  

7. Untia 

8. Bakung 

9. Laikang 

10. Berua 

11. Ketimbang  
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Tugas Dan fungsi Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) 

Biringkanaya Kota Makassar Yaitu: 

a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari 

instrument. 

b. Ikut serta mengambil Langkah-langkah yang proporsional dalam rangka 

pelaksanaan fungsi Kepolisian umum dan Fungsi Bimbingan/Penyluhan. 

c. Membahas (Bila perlu memperdayakan warga yang berkompeten atau 

konsultasi) permasalahan sosial aspek kamtibmas dalam wilayah atau 

yang bersumber dari wilayahnya dan menemukan akar permasalahan 

serta menentukan jalan keluar pemecahannya. 

d. Membahas dan menetapkan Program Kerja Tahunan/Tri Wulan dengan 

memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi 

bila di perlukan. 

e. Menindaklanjuti Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam butir (d) 

diatas dan bila perlu menjalani koordinasi dan kerjasama dengan apparat 

pemerintah terkait dengan perwujudannya.  

f. Secara terus-menerus memantau pelaksanaan kegiatan warga dari aspek 

ketertiban termasuk pelaksanaan gangguan kamtibmas pada wilayah-

wilayah tetangga atau wilayah yang lebih luas pada umumnya. 

g. Menampung Keluhan/Pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan 

masalah Kejahatan/Pelanggaran dan Permasalahan Kepolisian Pada 

Umumnya Serta membahasnya Bersama petugas Polmas untuk mencari 

jalan keluar. 
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h. Menampung dan membahas Keluhan/Paduan Warga tentang masalah-

masalah sosial terkait lainnya dan berusaha menyalurkan dengan 

mengkoordinasikan kepada aparat yang berkepentingan. 

Adapun laporan yang masuk di FKPM sangat komplek dari 

permasalahan sosial, pencurian, persoalan rumah tangga, warisan hingga 

tindak pidana berat seperti pencurian motor, pencurian ternak, percobahan 

pembunuhan, perampokan dan penipuan.  

Struktur Organisasi Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) 

Biringkanaya Kota Makassar yaitu: 
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Tugas Pokok Setiap Elemen Dalam Struktur Organisasi Yaitu: 

a. Pembina 

Dijabat oleh perwakilan dari kepolisian atau tokoh masyarakat dan 

Memberikan arahan strategis dan pengawasan kepada FKPM dalam 

menjalankan tugasnya. 

b. Penasehat 

Bertugas memberikan masukan dan saran kepada ketua dan pengurus 

mengenai kebijakan dan langkah-langkah organisasi. 

c. Ketua 

Bertugas memimpin dan mengarahkan jalannya organisasi FKPM dan 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengambilan 

keputusan. 

d. Wakil Ketua 

Bertugas membantu ketua dalam mengelola organisasi dan 

menggantikan ketua jika berhalangan hadir. 

e. Sekretaris 

Berugas mengelola administrasi dan dokumentasi organisasi, 

bertanggung jawab atas surat menyurat, laporan kegiatan, dan 

komunikasi internal. 

f. Bendahara 

Bertugas mengelola keuangan organisasi, termasuk pengumpulan dan 

penggunaan dana. Menyusun laporan keuangan secara transparan dan 

akuntabel. 
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g. Divisi dan Tugasnya: 

1. Divisi Organisasi dan Keanggotaan: Mengelola keanggotaan FKPM, 

termasuk perekrutan dan pelatihan anggota baru. 

2. Divisi Humas dan Komunikasi: Membangun hubungan dengan 

masyarakat dan media, serta menyampaikan informasi terkait 

kegiatan FKPM. 

3. Divisi Kesehatan dan Kerohanian: Menangani kegiatan yang terkait 

dengan kesehatan masyarakat dan nilai-nilai spiritual. 

4. Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Danham): 

Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan membantu 

menyelesaikan permasalahan hukum atau pelanggaran hak asasi 

manusia. 

5. Divisi Keamanan dan Ketertiban: Berfokus pada upaya pencegahan 

dan penanganan gangguan keamanan dan konflik di masyarakat. 

6. Divisi Pemuda, Seni, dan Olahraga: Mengelola kegiatan 

kepemudaan untuk mengembangkan kreativitas dan menjaga 

kerukunan melalui seni dan olahraga. 

7. Divisi Pemberdayaan: Mengembangkan potensi masyarakat melalui 

pelatihan dan program pemberdayaan ekonomi, sosial, atau 

lingkungan. 
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B. Hasil Penelitian  

Penerapan community policing adalah merupakan suatu pendekatan dalam 

rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang menempatkan kepolisian sebagai 

mitra aktif masyarakat. Dalam konteks penanganan perkara narkotika, 

pelaksanaan pemolisian masyarakat mengacu pada kerja sama antara kepolisian 

dan masyarakat untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggulangi peredaran 

dan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan yang berbasis pada 

kemitraan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan yang aman dan meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap bahaya narkotika. 

1. Penerapan Community Policing Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika  

Untuk mengukur bagaimana Penerapan Community Policing Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dilakukan menggunakan teori 

Glensor Dalam Alim 2019 melalui tiga indikator berikut: 

a. Membangun Komunitas  

Membangun komunitas merupakan suatu proses yang dimulai 

dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya 

narkotika dan dampaknya, melakukan edukasi untuk meningkatkan 

kewaspadaan dan memberikan pemahaman tentang cara mengenali 

tanda-tanda penyalahgunaan narkotika. Selain itu, diperlukan pelatihan 

dan pemberdayaan masyarakat agar risiko yang terlibat dalam 

penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir. Dengan adanya 
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komunitas, kejahatan narkotika dapat dikurangi. Berikut uraian aplikasi 

Nvivo 12 Plus yakni:  

 

Gambar 4 2 Nvivo 12 Plus ( Membangun Komunitas) 

 

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah 

menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk memperoleh hasil 

perbandingan membangun komunitas dalam penerapan community 

policing dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota 

Makassar. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, membangun komunitas 

menurut Paurmin Reskrim, Binmas, Forum Kemitraan Polisi Dan 

masyarakat (FKPM), Dan Koramil 11 Biringkanaya dibagi menjadi 7, 

hasil tersebut diperoleh dari informan yang turut terlibat dan data tersebut 

relevan dengan hasil wawancara dengan informan B selaku Paurmin 

Reskrim Polsek Biringkanaya Kota Makassar, dengan uraian hasil 

wawancara sebagai berikut: 

“ Membangun komunitas memiliki tujuan yang sangat penting, 

terutama dalam mendukung kepolisian dalam menjaga ketertiban 

umum di wilayah hukumnya. Meskipun Polsek tidak memiliki 

kewenangan untuk menindak secara langsung tindak pidana 
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narkotika. Komunitas tetap memiliki peran strategis dalam 

menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. 

Keberadaan komunitas juga memperkuat jaringan komunikasi 

antara masyarakat dan kepolisian. Hubungan yang erat ini 

memungkinkan masyarakat berperan sebagai pemantau aktif di 

lingkungannya, mendeteksi potensi gangguan, dan melaporkannya 

kepada pihak yang berwenang.” (Hasil Wawancara tanggal 04 

Oktober 2024). 

Informan B mengemukakan bahwa membangun komunitas dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika mempunyai tujuan utama untuk 

mendukung kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, meskipun 

penanganan narkotika secara langsung merupakan kewenangan 

Polrestabes. Tetapi, komunitas memiliki peran penting dalam 

menciptakan lingkungan yang aman, memperkuat komunikasi antara 

masyarakat dan kepolisian, serta menjadi pemantau aktif yang 

mendeteksi dan melaporkan gangguan sedini mungkin agar tercipta 

pelaporan yang responsif. 

Selain pertanyaan diatas terdapat juga pernyataan lain dari 

informan H Selaku Staf Binmas Polsek Biringkanaya. Uraian 

Pernyataannya sebagai berikut:  

“Keterlibatan komunitas sangat penting dalam pencegahan dan 

penanggulangan narkotika karena permasalahan narkotika tidak 
hanya terkait aspek penegakan hukum saja, tetapi juga menyangkut 

faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks. Polres 

Biringkanaya, meskipun memiliki peran penting dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban, tidak akan mampu mengawasi seluruh 

wilayah dan masyarakat secara efektif tanpa bantuan dan dukungan 

masyarakat setempat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, 

seperti Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), 

tokoh masyarakat, RT, RW, dan kelurahan, maka pencegahan 

peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara lebih 
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komprehensif dan terpadu.” (Hasil Wawancara Tanggal 04 Oktober 

2024) . 

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan 

masyarakat sangatlah penting dalam pencegahan dan penanggulangan 

narkotika karena merekalah yang lebih memahami kondisi setempat, 

sehingga dapat mendukung upaya kepolisian seperti di Polsek 

Biringkanaya dalam menciptakan strategi yang lebih efektif, terpadu dan 

komprehensif melalui kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum,  

Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) , tokoh masyarakat 

dan struktur lokal lainnya. 

Selain pertanyaan diatas terdapat juga pernyataan lain dari 

informan S selaku Babinsa koramil 11 Biringkanaya. Uraian 

Pernyataannya sebagai berikut: 

“Tantangan utama yang dihadapi Babinsa Biringkanaya dalam 

melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan narkotika terletak 

pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya 

narkotika, kepercayaan masyarakat yang belum sepenuhnya 

terbentuk, serta stigma negatif terhadap aparat keamanan. Dan 

minimnya peran aktif dari masyarakat, yang sering kali disebabkan 

oleh ketidakpercayaan terhadap niat baik aparat atau ketakutan 

akan akibat keterlibatan dalam penanggulangan peredaran 

narkotika. Hal ini diperparah dengan adanya oknum yang mungkin 

terlibat dalam kegiatan narkotika, sehingga menimbulkan rasa 

takut atau ragu di kalangan warga untuk melaporkan atau 

menyuarakan permasalahan tersebut.” (Hasil Wawancara Tanggal 

25 Oktober 2024). 

Babinsa Biringkanaya menghadapi tantangan dengan rendahnya 

kesadaran terhadap upaya pencegahan narkotika, serta stigma negatif 

terhadap aparat. Minimnya peran aktif masyarakat diperparah dengan 
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ketakutan akan akibat keterlibatan dan keberadaan oknum yang terlibat 

narkoba, yang selanjutnya menghambat partisipasi masyarakat. 

Hal tersebut senada dengan informan M Selaku Wakil Ketua 

Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Biringkanaya yang 

mengatakan bahwa:  

“Tantangan membangun komunitas yaitu keterbatasan sumber 

daya, baik dari segi personel menjadi tantangan tersendiri bagi 

FKPM. Dengan jumlah anggota yang terbatas dibandingkan 

dengan luas wilayah yang diawasi, FKPM kerap kali kesulitan 

menjangkau seluruh wilayah secara efektif. Selain itu, minimnya 

pelatihan dan pengetahuan yang mendalam tentang strategi 

pencegahan narkoba di kalangan anggota FKPM juga dapat 

memengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Di sisi lain, 

peredaran narkotika yang semakin canggih dengan memanfaatkan 

teknologi dan media sosial menjadi tantangan tersendiri. Pola 

transaksi yang seringkali bersifat anonim dan tersembunyi 

membuat FKPM kesulitan untuk mendeteksi aktivitas pengedar 

atau pengguna narkoba. Hal ini memerlukan koordinasi yang lebih 

intensif dengan kepolisian dan lembaga lain untuk memanfaatkan 

teknologi dalam mendeteksi dan mencegah peredaran narkotika.” 

(Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024). 

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa selain tantangan 

dari Babinsa terdapat juga tantangan dari Forum Kemintraan Polisi Dan 

Masyarakat (FKPM) yaitu keterbatasan sumber daya, minimnya 

pelatihan terkait pencegahan narkoba, dan rumitnya peredaran narkotika 

yang memanfaatkan teknologi canggih. Hal ini memerlukan koordinasi 

yang lebih intensif dengan kepolisian dan lembaga lain untuk 

meningkatkan efektivitas pendeteksian dan pencegahan. 

Selain pernyataan berikut terdapat juga pernyataan lain dari 

informan M Selaku Wakil Ketua Forum Kemitraan Polisi Dan 
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Masyarakat (FKPM) Biringkanya, Uraian pernyataannya sebagai 

berikut:  

“Strategi membangun komunitas dan melibatkan masyarakat 

dalam pemberantasan narkotika dilakukan melalui pendekatan 

kolaboratif, edukatif, dan memberdayakan. Edukasi berkelanjutan 

dilakukan di berbagai tempat untuk meningkatkan kewaspadaan 

masyarakat terhadap bahaya narkotika dan risiko hukumnya. Selain 

itu, program berbasis masyarakat seperti forum diskusi dan 

kegiatan kelompok berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan 

dan mencari solusi bersama. Melibatkan masyarakat dalam 

melaporkan kegiatan yang mencurigakan dengan jaminan 

kerahasiaan juga menjadi kunci penting. Patroli gabungan yang 

melibatkan FKPM, kepolisian, Koramil, dan masyarakat setempat 

dilakukan untuk mencegah kegiatan ilegal sekaligus membangun 

hubungan yang lebih erat antara petugas dan warga, sehingga 

tercipta rasa aman di masyarakat..(Hasil Wawancara Tanggal 14 

Oktober 2024). 

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa dengan strategi untuk 

membangun kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memerangi 

narkotika meliputi pendidikan berkelanjutan, pembentukan forum 

diskusi, mendorong pelaporan rahasia atas aktivitas yang mencurigakan, 

dan patroli bersama untuk mencegah aktivitas illegal. Di harapkan bahwa 

penanggulangan kasus narkotika dapat menjadi lebih efektif dan dapat 

membantu dalam mengurangi tindak narkotika secara keseluruhan.  

Berikut table Komunitas Pendukung Keamanan dan Pencegahan 

Narkotika di Wilayah Biringkanaya yaitu: 
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Tabel 4 3 Nama Komunitas Dan Kegiatan Utama 

No Nama Komunitas Kegiatan Utama  

1. Forum Kemitraan Polisi 

Dan Masyarakat (FKPM) 

Mengadakan Penyuluhan Dan 

Mediasi  

2. Bhabinkamtibmas 

(Bhayangkara Pembina 

Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat) 

Melakukan patroli rutin di 

wilayah Biringkanaya 

3. Babinsa (Bintara Pembina 

Desa) 

Membantu mengawasi 

lingkungan  

 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan 

Biringkanaya, terdapat beberapa komunitas keamanan dan pembinaan 

masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan 

lingkungan yang aman dan kondusif.  Setiap komunitas memiliki 

kegiatan utama yang dirancang untuk mendukung keamanan lingkungan 

sekaligus memberdayakan masyarakat.  

1. Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM): 

FKPM berfokus pada penguatan hubungan kepolisian dan 

masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan mediasi. Penyuluhan 

dilakukan untuk memberikan edukasi tentang hukum dan bahaya 

narkotika, sedangkan mediasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik 

sosial secara damai. 
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Gambar 4 3 Melakukan Silaturahmi  

 

2. Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat): 

Sebagai perpanjangan tangan Kepolisian di tingkat kecamatan, 

Bhabinkamtibmas aktif melakukan patroli rutin di wilayah 

Biringkanaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

tindak kejahatan, termasuk peredaran narkoba, dan membangun rasa 

aman di masyarakat. 
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Gambar 4 4 Patroli Rutin  

3. Babinsa (Bintara Pembina Desa): 

Babinsa yang merupakan bagian dari TNI bertugas membantu 

melakukan pengawasan lingkungan di seluruh kecamatan di 

Kecamatan Biringkanaya. Mereka bekerja sama dengan masyarakat 

dan aparat terkait lainnya untuk mendeteksi dini potensi konflik atau 

ancaman keamanan, termasuk penyalahgunaan narkoba. 
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Gambar 4 5 Melakukan Komsos 
 

Ketiga komunitas ini bekerja secara sinergis dan saling melengkapi 

dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Biringkanaya. 

Kolaborasi antara FKPM, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa menciptakan 

pendekatan terpadu yang efektif untuk mencegah konflik, mengedukasi 

masyarakat, dan menjaga lingkungan dari ancaman seperti narkoba dan 

tindak pidana lainnya. 

Berdasarkan bebeapa uraian atas pernyataan diatas dan tiga 

komunitas dapat di simpulkan bahwa keberhasilan pencegahan dan 

penanggulangan narkotika bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat 
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yang didukung oleh edukasi berkelanjutan, forum diskusi, menjaga 

lingkungan dari ancaman, dan patroli rutin. Tantangan seperti rendahnya 

kesadaran, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas peredaran 

narkotika memerlukan koordinasi intensif antara masyarakat, aparat 

keamanan, dan lembaga terkait untuk menciptakan strategi yang efektif, 

terpadu, dan menyeluruh. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang aman dan kondusif serta mengurangi kasus narkotika 

secara signifikan. 

b. Membangun Kepercayaan  

Membangun Kepercayaan merupakan suatu proses partisipatif dan 

transparan di Kepolisian Biringkanaya dengan melakukan kegiatan yang 

melibatkan masyarakat seperti diskusi terbuka,  penyuluhan antinarkotika,  

patroli gabungan antara kepolisian, FKPM, dan masyarakat merupakan 

bukti bahwa membangun kepercayaan dapat menunjukkan kepedulian 

terhadap keselamatan mereka. Dengan adanya kepercayaan masyarakat 

terhadap penegak hukum dan sesama warga masyarakat dapat mengurangi 

penyalahgunaan narkotika . Berikut uraian aplikasi Nvivo 12 Plus yakni: 
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Gambar 4 6 Nvivo 12 Plus (Membangun Kepercayaan) 

 

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah 

menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk memperoleh hasil 

perbandingan membangun kepercayaan dalam pelaksanaan pemolisian 

masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota 

Makassar. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, membangun kepercayaan 

menurut Polsek Biringkanaya Kota Makassar Dan Forum Kemitraan Polisi 

Dan Masyarakat dibagi menjadi 7, hasil tersebut diperoleh dari informan 

yang turut terlibat dan data tersebut relevan dengan hasil wawancara 

dengan informan B selaku Paurmin Reskrim Polsek Biringkanaya Kota 

Makassar, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut: 

“Kepercayaan publik merupakan landasan yang sangat penting 

dalam hubungan antara kepolisian dengan masyarakat. Tanpa 

adanya kepercayaan tersebut, masyarakat akan enggan melaporkan 

kejadian atau memberikan informasi yang dapat membantu 

penyelesaian kasus hukum. Ketika masyarakat sudah tidak percaya 

lagi kepada kepolisian, mereka akan merasa bingung dan sulit 

mencari bantuan ketika menghadapi masalah hukum atau keadaan 

darurat. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan publik 

merupakan tugas yang tidak dapat diabaikan oleh kepolisian. 

Kepolisian harus menunjukkan komitmen nyata dengan menanggapi 

setiap laporan atau pengaduan yang diterima secara serius dan 
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profesional. Dengan menangani pengaduan secara cepat, tepat, dan 

transparan, kepolisian dapat menunjukkan bahwa mereka benar-

benar peduli terhadap kepentingan masyarakat dan menjalankan 

tugasnya dengan berintegritas.” (Hasil Wawancara Tanggal 04 

Oktober 2024).  

Informan B mengemukakan bahwa kepercayaan masyarakat 

terhadap kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat 

bersedia berpartisipasi dalam melaporkan kejadian atau memberikan 

informasi yang mendukung penegakan hukum. Untuk membangun dan 

menjaga kepercayaan tersebut, kepolisian harus menunjukkan komitmen 

nyata dengan menangani laporan dan pengaduan masyarakat secara serius, 

cepat, akurat, dan transparan, sehingga mencerminkan kepedulian dan 

profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan 

M selaku Wakil Ketua Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) 

Biringknaya. Uraian pernyataanya sebagai berikut:  

“Membangun kepercayaan antara Forum Kemitraan Kepolisian dan 

Masyarakat (FKPM), Polsek, Koramil, dan masyarakat dalam 

penanganan narkotika menghadapi tantangan besar, antara lain 

munculnya stigma negatif terhadap aparat kepolisian akibat perilaku 

oknum tertentu yang tidak profesional. Hal ini menyebabkan 

masyarakat enggan melaporkan kejadian dan mempercayakan 

permasalahannya kepada pihak yang berwajib. Selain itu, minimnya 

pemahaman masyarakat terhadap peran FKPM dan pentingnya 

kolaborasi dalam penanganan narkotika juga menjadi kendala. 

Banyak yang belum menyadari bahwa FKPM merupakan forum 

komunikasi dua arah, bukan sekadar perpanjangan tangan 

kepolisian. Ketakutan akan tindakan balasan atau ancaman dari 

jaringan narkoba juga menambah kendala, di mana banyak warga 

yang enggan melaporkan kegiatan yang mencurigakan karena takut 

menjadi sasaran intimidasi atau kekerasan.” (Hasil Wawancara 

Tanggal 14 Oktober 2024).  
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Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa membangun 

kepercayaan antara FKPM, Polsek, Koramil, dan masyarakat dalam 

penanganan narkotika menghadapi tantangan berupa stigma negatif 

terhadap petugas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran 

FKPM, dan ketakutan akan ancaman dari para pelaku tindak pidana 

narkotika. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan upaya 

peningkatan profesionalisme petugas, penyadaran kepada masyarakat 

tentang pentingnya kolaborasi, dan perlindungan warga yang melaporkan 

adanya aktivitas yang mencurigakan. 

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan 

AS selaku Wakil Sekretaris Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat 

(FKPM) Biringknaya. Uraian pernyataanya sebagai berikut:  

“FKPM dapat membangun kembali kepercayaan publik dengan 

menunjukkan komitmen nyata melalui tindakan yang langsung 

dirasakan oleh warga, seperti menggelar forum terbuka untuk 

mendengarkan keluhan dan saran. Forum ini mencerminkan 

keseriusan FKPM dalam menciptakan komunikasi yang lebih baik. 

Dengan melibatkan tokoh masyarakat, instansi pemerintah, dan 

organisasi lainnya, FKPM dapat menyampaikan pesan positif, 

memperkuat legitimasi, dan menghadirkan perspektif yang lebih 

luas terhadap berbagai isu. Selain itu, penanganan kasus narkotika 

secara lebih profesional, adil, dan transparan merupakan langkah 

penting untuk memastikan integritas FKPM. Dengan menjalankan 

tugas sesuai hukum dan etika, FKPM dapat meningkatkan 

kepercayaan dan dukungan publik terhadap perannya dalam 

menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan narkotika”. 

(Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024). 

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa FKPM perlu 

membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui beberapa Langkah-

langkah yaitu tindakan nyata, seperti mengadakan forum terbuka untuk 
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mendengarkan aspirasi, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan 

instansi lain untuk memperkuat legitimasi, serta memastikan penanganan 

kasus narkotika dilakukan secara profesional, adil, dan transparan dengan 

menjunjung tinggi integritas dan etika. 

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan 

MK selaku Anggota Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) 

Biringknaya. Uraian pernyataanya sebagai berikut:  

“FKPM berkomitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat 

dalam upaya pencegahan narkoba dengan pendekatan berbasis 

masyarakat yang menjunjung tinggi asas kesetaraan. Melalui 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang inklusif, 

FKPM menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan unik 

masing-masing kelompok masyarakat. Dalam operasionalnya, 

FKPM memastikan tidak ada bias atau eksklusivitas terhadap 

kelompok tertentu, memberikan akses yang sama kepada seluruh 

masyarakat untuk program edukasi dan kegiatan pencegahan. 

Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, seperti RT, RW, tokoh agama, 

dan tokoh pemuda dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Selain itu, diciptakan ruang dialog yang aman dan 

terbuka untuk mendengarkan pandangan, keluhan, dan aspirasi 

masyarakat tanpa rasa takut atau diskriminasi, sehingga tantangan 

dapat diidentifikasi dan solusi bersama dapat ditemukan secara 

inklusif”. (Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024).  

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa FKPM 

menggunakan pendekatan berbasis masyarakat yang inklusif dan 

menjunjung tinggi kesetaraan untuk melibatkan semua elemen masyarakat 

dalam pencegahan narkoba. Dengan bekerja sama dengan berbagai pihak 

dan menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka, FKPM memastikan 

bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki akses yang adil terhadap 
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informasi, layanan, dan program pencegahan narkoba yang sesuai dengan 

kebutuhan unik mereka. 

 

Gambar 4 7 Melakukan Dialog Terbuka 

 

Dengan adanya dialog terbuka antara kepolisian, Forum 

Komunikasi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), dan 

masyarakat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan sinergi 

untuk menangani berbagai permasalahan sosial, termasuk kasus 

narkotika..Dialog ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap 

aparat penegak hukum, memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam 

menciptakan lingkungan yang aman, dan mendukung pelaksanaan 

program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. 

Dari beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan dari beberapa 

informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun 

kepercayaan masyarakat, FKPM harus mengedepankan komitmen nyata 

melalui langkah-langkah konkret seperti menggelar forum terbuka, 
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berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait, serta 

memastikan penanganan kasus narkoba dilakukan secara profesional dan 

transparan. FKPM juga menggunakan pendekatan berbasis masyarakat 

yang inklusif, menjunjung tinggi kesetaraan, serta memastikan setiap 

lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap program 

pencegahan narkoba. Dengan menciptakan ruang dialog yang aman dan 

terbuka, FKPM berupaya memahami tantangan yang dihadapi setiap 

masyarakat guna menemukan solusi bersama secara inklusif. 

c. Membangun Kerjasama  

Membangun Kerjasama merupakan kolaborasi antara kepolisian, 

masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Salah satu bentuk kerja sama 

adalah keterlibatan Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), 

tokoh masyarakat, ketua RT, RW, dan lembaga lainnya. Tujuan dari 

kolaborasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan 

masyarakat sehingga tindak pidana dapat diselesaikan secara bersama-sama. 

Berikut uraian aplikasi Nvivo 12 Plus yakni: 

 

Gambar 4 8 Nvivo 12 Plus (Membangun Kerjasama) 
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Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah 

menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk memperoleh hasil 

perbandingan membangun kerjasama dalam pelaksanaan pemolisian 

masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Kota 

Makassar. Berdasarkan yang terjadi di lapangan, membangun kerjasama 

menurut Polsek Biringkanaya Kota Makassar, Forum Kemitraan Polisi 

Dan Masyarakat, Dan Ketua RT dibagi menjadi 7, hasil tersebut diperoleh 

dari informan yang turut terlibat dan data tersebut relevan dengan hasil 

wawancara dengan informan MK selaku Anggota Forum Kemitraan Polisi 

Dan Masyarakat (FKPM)  Biringkanaya. Dengan uraian hasil wawancara 

sebagai berikut: 

“ Dengan melibatkan penguatan hubungan antara FKPM, kantor 

polisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Proses awal diawali 

dengan mengidentifikasi pihak eksternal yang memiliki sumber daya 

dan pengaruh penting, seperti pemerintah daerah, BNN, organisasi 

masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. FKPM 

mengambil pendekatan yang didasarkan pada komunikasi terbuka 

dan persepsi bersama tentang pentingnya kolaborasi untuk 

mengatasi masalah narkotika secara komprehensif. Setelah 

komunikasi awal terjalin, FKPM menyelenggarakan forum diskusi 

dan pertemuan untuk mengintegrasikan peran dan kontribusi 

masing-masing pihak. Dalam forum ini, FKPM memaparkan 

program dan rencana yang sedang berjalan untuk mengembangkan 

upaya pencegahan narkotika, dan mengundang pihak eksternal 

untuk memberikan masukan dan dukungan sesuai kebutuhan." 

(Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024). 

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dengan memulai 

inisiatif Kerjasama FKPM mengutamakan penguatan hubungan dengan 

berbagai pihak eksternal seperti pemerintah daerah, Badan Narkotika 
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Nasional (BNN), organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor 

swasta untuk menanggulangi permasalahan narkotika secara 

komprehensif. Melalui forum komunikasi dan diskusi terbuka, FKPM 

mengintegrasikan peran dan kontribusi masing-masing pihak, serta 

mengajak masukan dan dukungan untuk memperkuat program 

penanggulangan narkotika yang tengah berjalan. 

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari informan R 

selaku Masyarakat Biringkanaya. Uraiannya sebagai berikut : 

“Tantangan terbesar dalam membangun kerja sama antara 

masyarakat dan kepolisian setempat untuk mencegah peredaran 

narkotika sering kali terletak pada masalah komunikasi. Banyak 

warga masyarakat yang merasa ragu atau takut untuk bekerja sama 

dengan kepolisian, terutama karena kekhawatiran akan adanya 

potensi pembalasan dari pengedar narkotika atau stigma negatif 

terhadap pelapor. Selain itu, kurangnya pemahaman atau pelatihan 

mengenai peran masing-masing pihak dalam pencegahan narkoba 

juga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam kerja sama.” 

(Hasil Wawancara Tanggal 25 Oktober 2024).  

Dari hasil pernyataan di atas menjelaskan bahwa komunikasilah 

kunci utama  dalam tantangan terbesar masyarakat dan kurangnya 

pemahaman atau pelatihan sehingga menghambat peran aktif warga dalam 

mencegah peredaran narkotika. Untuk mengatasi hal tersebut, kepolisian 

perlu meningkatkan komunikasi, konsistensi, dan tanggap terhadap 

permasalahan, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

dampak negatif narkotika agar tercipta kesadaran dan kerjasama dalam 

mencegah peredaran narkotika. 
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Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari informan AS 

selaku Wakil Sekretaris Biringkanaya. Uraiannya sebagai berikut : 

“FKPM menerapkan strategi yang ketat untuk mencegah kebocoran 

informasi dalam operasi antinarkotika dengan mengutamakan 

kerahasiaan, pembatasan akses, dan pengawasan yang ketat. 

Informasi hanya dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki peran 

langsung dalam operasi, seperti anggota FKPM terpilih dan petugas 

terkait, dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Selain itu, 

FKPM menekankan pentingnya pelatihan tentang keamanan 

informasi dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk 

memanfaatkan teknologi canggih yang dapat melindungi data, 

termasuk penggunaan platform komunikasi dengan enkripsi tinggi 

dan sistem manajemen data yang memungkinkan pelacakan akses 

informasi.” (Hasil Wawancara Tanggal 14 Oktober 2024). 

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa FKPM menerapkan 

strategi pencegahan kebocoran informasi dalam operasi antinarkotika 

dengan mengutamakan kerahasiaan, membatasi akses informasi hanya 

kepada pihak yang berwenang, dan memastikan pengawasan yang ketat. 

Mereka juga mengutamakan pelatihan keamanan informasi bagi 

anggotanya dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk 

menggunakan teknologi yang dapat melindungi data, seperti platform 

komunikasi terenkripsi dan sistem manajemen data dengan jejak audit. 

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan dari informan H 

selaku Staf Binmas Polsek Biringkanaya. Uraiannya sebagai berikut: 

“Piagam penghargaan dari Kapolda atau Polda Kota Makassar 

merupakan salah satu bentuk penghargaan resmi yang diberikan 

kepada perorangan, kelompok, atau masyarakat yang telah 

memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tugas kepolisian. 

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas peran penting 

masyarakat dalam membantu kepolisian, baik dari segi tenaga, 

waktu, maupun informasi. Penghargaan ini juga menjadi simbol 
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semakin eratnya hubungan antara masyarakat dengan aparat 

penegak hukum, yang menegaskan bahwa kerjasama yang erat 

menjadi kunci terciptanya situasi yang aman, kondusif, dan bebas 

narkoba di wilayah Biringkanaya dan seluruh wilayah hukum 

Polrestabes Makassar.” (Hasil Wawancara Tanggal 04 Oktober 

2024). 

Jadi, bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat dalam 

mendukung tugas kepolisian dalam penanggulangan narkotika dapat 

berupa   piagam penghargaan dari Kapolda atau Polda Kota Makassar 

Penghargaan ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara masyarakat 

dan aparat penegak hukum dalam menciptakan situasi aman, kondusif, dan 

bebas narkoba di wilayah Biringkanaya dan seluruh wilayah hukum 

Polrestabes Makassar. 

Berikut adalah beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh 

Polsek dalam upaya penanggulangan narkotika. 

 

 

 

 

 

Gambar 4 9 Melakukan Sinergitas  
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Gambar 4 10 Piagam Penghargaan 
 

Dari beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan dari beberapa 

informan dan bentuk kerjasama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

membangun kerja sama yang erat antara Forum Kemitraan Kepolisian dan 

Masyarakat (FKPM), kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan 

eksternal seperti pemerintah daerah, BNN, organisasi masyarakat, 

lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Melalui forum komunikasi dan 

diskusi yang terbuka, FKPM mengintegrasikan peran masing-masing 

pihak untuk mengatasi masalah narkotika secara komprehensif. Selain itu, 

tantangan seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tokoh 
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masyarakat dan minimnya kesadaran akan bahaya narkotika dapat 

menghambat partisipasi aktif warga. Untuk itu, perlu meningkatkan 

komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai bentuk pengakuan 

atas kontribusi masyarakat, piagam penghargaan dari Kapolres atau 

Polrestabes Makassar diberikan sebagai simbol kerja sama yang erat antara 

masyarakat dengan aparat penegak hukum, yang menjadi kunci 

terciptanya wilayah bebas narkotika. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Membangun Komunitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar  

 Hasil penelitian mengungkap bahwa membangun komunitas dalam 

penanggulangan tindak pidana narkotika di polsek biringkanaya kota 

makassar di mulai dari tujuan utama membangun komunitas yang sangat 

penting dalam menjaga ketertiban umum. Dengan keberadaan komunitas 

juga memperkuat jaringan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. 

Keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam pencegahan dan 

penanggulangan narkotika karena merekalah yang lebih memahami kondisi 

setempat, sehingga dapat mendukung upaya kepolisian seperti di Polsek 

Biringkanaya dalam menciptakan strategi yang lebih efektif, terpadu dan 

komprehensif melalui kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum,  Forum 

Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) , tokoh masyarakat dan struktur 

lokal lainnya. 
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Adapun tantangan seperti rendahnya kesadaran, keterbatasan sumber 

daya, dan kompleksitas peredaran narkotika memerlukan koordinasi intensif 

antara masyarakat, aparat keamanan, dan lembaga terkait untuk menciptakan 

strategi yang efektif, terpadu, dan menyeluruh. Strategi ini bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif serta mengurangi kasus 

narkotika secara signifikan 

Hal senada di kemukakan oleh Menurut Suparlan, 2011 dalam Margaret 

& Saputra, (2023). Salah satu bentuk pemolisian yaitu bertujuan untuk 

menciptakan dan memelihara rasa aman dalam masyarakat yang 

dilaksanakan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:  

a. Kepolisian bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi atas 

permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, senantiasa berusaha untuk 

mengurangi rasa takut masyarakat terhadap masalah kriminalitas. 

b. Kepolisian mengutamakan penanggulangan kejahatan. 

c. Kepolisian senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas masyarakat.  

Dalam konteks ini, pemolisian tidak hanya menyangkut fungsi 

operasional kepolisian saja, tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara 

menyeluruh dari manajemen yang lebih rendah, termasuk refleksi-refleksi 

filosofis yang mendasarinya. Berdasarkan Perkap No. 7 Tahun 2008 Tentang 

Strategi Dasar dan Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat (Community 

Policing)  Dalam pertanggungjawaban tugas Kepolisian, pemolisian 

masyarakat (Community Policing)  diartikan sebagai penyelenggaraan 

pemolisian yang dilandasi oleh pemahaman untuk menciptakan keamanan 
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dan ketertiban, hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh 

kepolisian sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek, tetapi harus 

dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepolisian dan masyarakat. 

2. Membangun Kepercayaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa membangun kepercayaan dalam 

penanganan kasus narkotika oleh polsek biringkanaya kota makassar yaitu 

kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat penting untuk 

memastikan bahwa masyarakat bersedia berpartisipasi dalam melaporkan 

kejadian atau memberikan informasi yang mendukung penegakan hukum. 

Untuk membangun dan menjaga kepercayaan tersebut, kepolisian harus 

menunjukkan komitmen nyata dengan menangani laporan dan pengaduan 

masyarakat secara serius, cepat, akurat, dan transparan, sehingga 

mencerminkan kepedulian dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 

Untuk membangun kepercayaan masyarakat, FKPM harus 

mengedepankan komitmen nyata melalui langkah-langkah konkret seperti 

menggelar forum terbuka, dan memastikan penanganan kasus narkoba 

dilakukan secara profesional dan transparan. FKPM juga menggunakan 

pendekatan berbasis masyarakat yang inklusif, menjunjung tinggi kesetaraan, 

serta memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama 

terhadap program pencegahan narkoba. Dengan menciptakan ruang dialog 

yang aman dan terbuka, FKPM berupaya memahami tantangan yang dihadapi 

setiap masyarakat guna menemukan solusi bersama secara inklusif. 
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Hal senada dikemukakan oleh  Sugianto et al., (2022). Strategi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat dapat dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Pelatihan dan Pendidikan Merencanakan  dan  melaksanakan pelatihan  

bagi berbagai  kelompok  masyarakat  seperti  orang tua,  tokoh 

masyarakat,  kelompok  pemuda  tentang  strategi pencegahan,  

keterampilan mengasuh anak, pelatihan kerja bagi anak remaja dan lain-

lain. 

b. Kebijakan dan regulasi   perlu   merumuskan   kebijakan   dan   regulasi   

tentang   pencegahan   dan   penanggulangan narkotika dan zat adiktif 

lainnya.  

c. Kegiatan masyarakatan Tokoh masyarakat  dapat  mendorong  dan  

menggerakkan masyarakat  khususnya  remaja  untuk aktif dalam   

kegiatan positif   dan   kegiatan   kemasyarakatan   seperti   bakti sosial, 

menjaga kebersihan, kesehatan, dan penghijauan lingkungan. 

d. Promosi Hidup Sehat Tokoh masyarakat  dapat  merumuskan  program 

yang  mengutamakan  pembinaan hidup sehat seperti : jalan sehat, lomba 

olahraga, senam bersama, rekreasi bersama, dll. 

e. Sistem Rujukan Tokoh masyarakat  dapat  membantu  mereka  yang  rentan  

atau  yang  korban narkotika  untuk memperoleh pelayanan medis, 

perawatan atau rehabilitasi  sosial melalui sistem rujukan atau prosedur 

yang disepakati. 
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f. Pembentukan Kelompok Konseling dari  warga  masyarakat,  tokoh 

masyarakat  atau  organisasi sosial  masyarakat,  sebagai  relawan  untuk  

memberikan konsultasi/konseling  kepada  warga atau  remaja yang 

mempunyai permasalahan pribadi atau rentan atau pernah menjadi korban 

narkoba. 

g. Organisasi Penetapan  tata cara kerjasama  antara  organisasi  sosial  

masyarakat dengan tokoh masyarakat  formal/informal  sangat  penting  

untuk  memperlancar  dan meningkatkan   koordinasi   dalam   

penanggulangan   dan   pencegahan   penyalahgunaan narkotika di 

lingkungannya.   

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 Tentang narkotika 

mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui 

ancaman, pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana 

mati. Dalam konteks ini, Pendekatan berbasis masyarakat ini tidak hanya 

memperkuat hubungan antara masyarakat dan penegak hukum, tetapi juga 

memberikan akses yang sama bagi semua lapisan masyarakat terhadap 

program pencegahan narkotika. strategi ini mencakup pelatihan, pendidikan, 

promosi hidup sehat, dan sistem rujukan bagi korban narkotika untuk 

mendapatkan rehabilitasi yang tepat. 
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3. Membangun Kerjasama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Narkotika Di Polsek Biringkanaya Kota Makassar  

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa membangun Kerjasama dalam 

penanganan kasus narkotika oleh polsek biringkanaya kota makassar 

membangun kerja sama yang erat antara Forum Kemitraan Kepolisian dan 

Masyarakat (FKPM), kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan 

eksternal seperti pemerintah daerah, BNN, organisasi masyarakat, lembaga 

pendidikan, dan sektor swasta. Melalui forum komunikasi dan diskusi yang 

terbuka, FKPM mengintegrasikan peran masing-masing pihak untuk 

mengatasi masalah narkotika secara komprehensif. Selain itu, tantangan 

seperti minimnya kesadaran akan bahaya narkotika dapat menghambat 

partisipasi aktif warga. Untuk itu, Ketua RT perlu meningkatkan komunikasi 

dan sosialisasi kepada masyarakat. FKPM juga menerapkan strategi untuk 

menjaga kerahasiaan informasi dalam operasi antinarkotika dengan 

membatasi akses, mengutamakan pelatihan keamanan informasi, dan bekerja 

sama dengan pihak berwenang untuk menggunakan teknologi canggih. 

Sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masyarakat, piagam penghargaan 

dari Kapolres atau Polrestabes Makassar diberikan sebagai simbol kerja sama 

yang erat antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, yang menjadi 

kunci terciptanya wilayah bebas narkotika. 

Hal senadan di kemukakan oleh (Davis et al., 2015 Dalam Junaedi et al., 

2019). Menjelaskan Bentuk-bentuk kerjasama memiliki indikator yaitu 

tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi.  
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a. Tanggung jawab merupakan kemampuan seseorang atau lembaga dalam 

melaksanakan suatu kewajiban. 

b. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke 

pihak yang lain.  

c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu 

menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau 

lembaga, baik tenaga maupun pikiran. 

Kerjasama kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 

menyebutkan bahwa hubungan kerjasama antara Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk memperlancar tugas 

kepolisian tanpa mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus untuk 

kerjasama dengan BNNP dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 ayat 1 

menyebutkan bahwa tugas BNN adalah melakukan koordinasi dengan 

Kapolri dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Berikut Jumlah Data Kasus Narkotika Yang Diambil  Di Polrestabes 

Kota Makassar Pada 5 Tahun Terakhir.  
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Tabel 4 4 Kasus Narkotika 5 Tahun Terakhir  

 

Tahun 

Jenis Kelamin Golongan Jumlah 

Tindak Pidana 

(JTP) 

Laki-Laki Prempuan Bandar Pengedar Pemakai 

2020 613 94 59 221 427 707 

2021 763 141 21 212 671 904 

2022 520 66 29 199 358 586 

2023 562 41 24 171 408 603 

2024 597 57 4 172 478 654 

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar 

 

Dari table di atas ditujukan bahwa ada 707 jumlah tindak pidana pada 

tahun 2020 dengan jumlah jenis kelamin 613 laki-laki , 94 perempuan dan 

jumlah golongan 59 bandar, 221 pengedar, 427 pemakai . Pada tahun 2021 

ada 904 jumlah tindak pidana yang masuk dengan jumlah jenis kelamin 763 

laki-laki, 141 perempuan dan jumlah golongan 21 bandar, 212 pengedar, 671 

pemakai. 586 jumlah tindak pidana yang masuk pada tahun 2022 dengan 

jumlah jenis kelamin 520 laki-laki , 66 perempuan dan jumlah golongan 29 

bandar, 199 pengedar, 358 pemakai. Selanjutnya pada tahun 2023 ada 603 

jumlah tindak pidana dengan jumlah jenis kelamin 562 laki-laki , 41 

perempuan dan jumlah golongan 24 bandar, 171 pengedar, 408 pemakai. Dan 

yang terakhir tahun 2024 ada 654 jumlah tindak pidana dengan jumlah jenis 

kelamin 597 laki-laki , 57 perempuan dan jumlah golongan 4 bandar, 172 

pengedar, 478 pemakai.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Membangun Komunitas merupakan strategis pemberantasan tindak pidana 

narkotika di Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Kehadiran komunitas 

memperkuat komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian, serta 

mendukung terciptanya strategi terpadu yang melibatkan Aparat Penegak 

Hukum, Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat (FKPM), dan tokoh 

masyarakat. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran 

masyarakat dan terbatasnya sumber daya. Strategi kolaboratif ini bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. 

2. Membangun Kepercayaan merupakan kunci terpenting dalam pencegahan 

narkotika. Polsek Biringkanaya berupaya menunjukkan komitmen melalui 

penanganan kasus yang profesional, cepat, dan transparan, dengan 

dukungan FKPM yang mengutamakan pendekatan berbasis masyarakat 

seperti pelatihan, kebijakan regulasi, promosi hidup sehat, dan 

pembentukan kelompok konseling membantu membangun kepercayaan 

masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan lingkungan yang 

bebas narkotika. 
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3. Membangun Kerjasama merupakan Kerjasama yang era tantara FKPM, 

Kepolisian, Pemerintahan Daerah, BNN, Dan sektor swasta merupakan 

bagian penting dalam penanganan narkotika. Kendala seperti rendahnya 

kesadaran masyarakat dan terbatasnya dana operasional diatasi melalui 

komunikasi intensif, sosialisasi, pelatihan keamanan informasi, dan 

pengakuan kontribusi masyarakat melalui penghargaan. Dengan 

mengintegrasikan peran masing-masing, Kami bertujuan untuk 

mewujudkan ruang yang bebas dari peredaran narkotika. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan 

penerapan community policing dalam penanggulangan tindak pidana narkotika 

di polsek biringkanaya Kota Makassar, beberapa saran tersebut antara lain : 

1. Polsek Biringknaya Kota Makassar Berada di lokasi yang strategis dan 

akses mudah ke masyarakat sekitar kecamatan Biringkanaya. Karna 

lokasinya yang perkotaan, mudah diakses dari jalan raya utama, sehingga 

memudahkan pelayanan masyarakat dalam berbagai urusan hukum dan 

keamanan. Karena letak Polres Biringkanaya yang strategis, maka perlu 

adanya peningkatan patrol harian terutama pada malam hari.   

2. Masyarakat Biringkanaya, Kota Makassar, dapat berperan aktif dalam 

penanggulangan narkotika dengan memberikan edukasi kepada keluarga 

dan lingkungan sekitar tentang tanda-tanda penyalahgunaan narkotika  dan 

dampaknya terhadap kesehatan, kesehatan jiwa, dan kehidupan sosial.  
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3. Untuk Penulis berikutnya perlu berfokuskan pada pemberdayaan pemuda 

dalam program community policing. Generasi muda mempunyai potensi 

besar untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Penulis berikutnya 

dapat mengeksplorasi bagaimana generasi muda di Biringkanaya dapat 

terlibat dalam menjaga ketertiban umum dan mengurangi potensi gangguan 

sosial.
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Gambar 1. Informan B Paurmin Reskrim Polsek Biringkanaya Kota 
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Gambar 2. Informan H Staf Binmas Polsek Biringkanaya Kota Makassar 
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Gambar 3. Informan M Wakil Ketua FKPM Kec. Biringkanaya  

Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Informan M Wakil Sekretaris FKPM Kec. Biringkanaya  

Kota Makassar 
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Gambar 5. Informan M K Anggota FKPM Kec. Biringkanaya  

Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Informan S Babinsa Ramil 1408-11/BKY Kodim 1408 Makassar 
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Gambar 7. Masyarakat 
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LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M Ke Gubernur 

Prov Sulsel  
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LAMPIRAN 2. Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP Ke Kapolsek 

Biringkanaya Kota Makassar  
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LAMPIRAN 3. Surat Permohonan Izin Penelitian Dari LP3M Ke Komandan 

Kodim 1408 Makassar   
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LAMPIRAN 4. Surat Permohonan Izin Pengumpulan Data Dari LP3M Ke 

Kepala Polrestabes Kota Makassar   
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LAMPIRAN 5. Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Polsek Biringkanaya 

Kota Makassar  
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LAMPIRAN 6. Surat Keterangan Selesai Pengumpulan Data Dari 

Polrestabes Kota Makassar  
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